PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Merdeka No. 21 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 352282 Faksimile (0711) 317393 Kode Pos 30132

Ps-el: bgpendagaIembang@gmail.com Laman: www.bggd.galembang.go.id

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KOTA PALEMBANG
NOMOR : 003.1/KPTS/BAPENDA/2024

TENTANG

JENIS PELAYANAN PERPAJAKAN DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan perpajakan daerah sesuai dengan asas
penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

bahwa jenis pelayanan perpajakan daerah perlu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Badan agar memiliki landasan dan
kepastian hukum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang tentang
Jenis Pelayanan Perpajakan Daerah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan
Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5. Peraturan.....
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6757);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran
Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran
Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang
Tahun 2023 Nomor 4);

Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang (Berita
Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Jenis Pelayanan Perpajakan Daerah.

Jenis Pelayanan Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Jenis Pelayanan Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA meliputi:

a.

b.

®

Pelayanan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
(NPWPD);

Pelayanan Pembayaran Pajak Reklame melalui Official
Assesment,

Pelayanan Pembayaran Pajak Air Tanah melalui Official
Assesment,;

Pelayanan Penerbitan SKPD Reklame;

Pelayanan Penerbitan SKPD Air Tanah;

Pelayanan kepada Wajib Pajak untuk PBJT atas Tenaga
Listrik; '

g. Pelayanan.....
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Pelayanan kepada Wajib Pajak untuk PBJT atas Jasa
Kesenian dan Hiburan;

Pelayanan kepada Wajib Pajak untuk PBJT atas Jasa
Makanan dan/atau Minuman;

Pelayanan kepada Wajib Pajak untuk Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan;

Pelayanan kepada Wajib Pajak untuk Pajak Sarang Burung
Walet;

Pelayanan kepada Wajib Pajak untuk PBJT atas Jasa Parkir;
Pelayanan kepada Wajib Pajak untuk PBJT atas Jasa
Perhotelan;

Pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
Pelayanan Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan;

Pelayanan Revisi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan;

Pelayanan Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan;
Pelayanan Pembatalan Pajak Bumi dan Bangunan;
Pelayanan Penggabungan/Pemecahan Pajak Bumi dan
Bangunan;

Pelayanan Mutasi/Perbaikan Data;

Pelayanan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;

Pelayanan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan,;
Pelayanan Permintaan salinan PBB/Permintaan Keterangan
NJOP;

. Pelayanan Pengurangan Piutang Pokok dan Denda PBB;

Pelayanan Administrasi Surat Masuk;
Pelayanan Administrasi Surat Keluar;
Pelayanan Pemeriksaan secara Lengkap dan Sederhana; dan

aa. Pelayanan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 04 Januari 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DERAH KOTA PALEMBANG,

U

HERLY KURNIAWAN, S.Sos. MAP
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 196912171990031008

1. Pj. Wali Kota Palembang (sebagai laporan)
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Palembang
3. Inspektur Kota Palembang






Nama Unit
Nama Subbid Restitusi

STANDAR RESTITUSI PAJAK DAERAH
Proses Penyampaian Restitusi Pajak Daerah

: Bidang Pengendalian dan Basis Data Pajak Daerah
: Pengendalian dan Pelayanan Pajak Daerah

‘NO

. URAIAN

Dasar Hukum

1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah;

2 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah;

3 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor
2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah;

4 Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang;

Sarana dan Prasarana,
dan/atau Fasilitas

1 Surat Permohonan
2 Perangkat Alat Tulis Kantor
3 Perangkat Komputer dan Alat Cetak Printer/Scanner.

3 |Pengawasan Internal 1 Kepala Bidang Pengendalian dan Basis Data Pajak Daerah
2 Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelayanan Pajak Daerah
4 |Jumlah Pelaksana : Minimal 3 (Tiga) Orang
5 |Jaminan Restitusi : Dilaksanakan berdasarkan Pedoman SOP dan Norma Waktu yang telah ditetapkan.
6 |Jaminan Keamanan : Dilaksanakan secara transparan sesuai mekanisme atau tahapan yang berlaku.
dan Keselamatan
7 |Pemeriksaan : Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan secara berkala.

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Kepala Badan pendapatan Daerah
Kota Palembang,

Herly Kurniawan, S.Sos.,MAP
NIP. 1969127 199003 1 008




Nama Unit
Nama Subbid Restitusi

STANDAR RESTITUS! PAJAK DAERAH
Proses Penyampaian Restitusi Pajak Daerah

: Bidang Pengendalian dan Basis Data Pajak Daerah
: Pengendalian dan Pelayanan Pajak Daerah

dan Prosedur

s T KOMPONEN UNSUR | G
Nl Resmus | 2 URNIAN
1 |Persyaratan 1 Surat permohonan Pengajuan Restitusi
2 Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang telah di validasi
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk/Identitas Wajib Pajak
Fotocopy buku tabungan (rekening) atas nama Wajib Pajak.
3 Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4 Fotocopy Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
5 Fotocopy Surat Keputusan yang terkait dengan kelebihan pembayaran Pajak.
2 |Sistem, Mekanisme

Wajib Pajak Petugas memeriksa . . .
mengajukan surat e berkas dan persyaratan | > KZSUb:“: Pengen: a;h:n N Ka:id PBe ngerl;di:an
permohonan Restitusi. dari Wajib Pajak. an e::::\:hn 3ja Pa; ka;us ah
ajak Daerah.
. - Kepala Bad
Bagian Keuangan untuk — Penerbitan Surat  — Persetujuan g B:::nada K::;
Pencairan Keputusan Restitusi pemberian restitusi Palembang

3 |langka Waktu : 30 hari kerja

Restitusi
4 |Produk Layanan : Surat Keputusan (SK) Restitusi Pajak Daerah
5 |Penanganan Pengaduan | : Telepon :0711 352282

Saran dan Masukan /
Apresiasi

Pos - el : bapendapalembang@gmail.com
Laman : www. Bppd.palembang.go.id

Kepala Badan pendapatan Daerah
Kota Palembang,

Herly Kurniawan, S.Sos.,MAP
NIP. 1969127 199003 1 008




Nama Unit Pemeriksaan
Nama Subbid Pemriksa

STANDAR PEMERIKSAAN
Proses Pemyampaian Pemeriksaan

: Bidang Pengendalian dan Basis Data Pajak Daerah
: Pengendalian dan Pelayanan Pajak Daerah

‘No | KOMPONEN
- | PEMERIKSAAN

Dasar Hukum

1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat |l Termasuk
Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat | Sumatera Selatan;

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah;

4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

S Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan
Pemeriksaan Pajak Daerah;

7 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ/2013 tentang Pedoman Penggunaan
Metode dan Teknik Pemeriksaan;

8 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Palembang sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang;

9 Peraturan Walikora Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan
Pajak Daerah;

Sarana dan Prasarana,
dan/atau Fasilitas

1 Kartu Data

2 Form Rekap Nota

3 Surat Perjalanan Dinas

4 Perangkat Alat Tulis Kantor

5 Perangkat Komputer dan Alat Cetak Printer/Scanner.

3 |Pengawasan Internal 1 Kepala Bidang Pengendalian dan Basis Data Pajak Daerah
2 Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelayanan Pajak Daerah
4 |Jumlah Pelaksana : Minimal 7 (Tujuh) Orang
5 |Jaminan Pemeriksaan : Dilaksanakan berdasarkan Pedoman SOP dan Norma Waktu yang telah ditetapkan.
6 [laminan Keamanan : Dilaksanakan secara transparan sesuai mekanisme atau tahapan yang berlaku.
dan Keselamatan
7 |Pemeriksaan : Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan secara berkala.

Evaluasi Kinerja

Pelaksana

Kepala Badan pendapatan Daerah
Kota Palembang,

Herly Kurniawan, S.Sos.,MAP
NiIP. 1969127 199003 1 008




Nama Unit Pemeriksaan

STANDAR PEMERIKSAAN
Proses Pemyampaian Pemeriksaan

: Bidang Pengendalian dan Basis Data Pajak Daerah

Nama Subbid Pemeriksa : Pengendalian dan Pelayanan Pajak Daerah
Vﬁ<°.: f'ﬂkubﬁpﬁﬁgﬁ~_uﬁsﬁk‘ k“;":,"'r"""‘f" ot in ey o renmatd — st 4 -~ L
| PEMERIKSAAN - S LR et T R e ,

1 [Persyaratan 1 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan Surat Setor Pajak Daerah bersifat Flat

2 Uji Faktual di lapangan tidak sesuai dengan data laporan yang disampaikan ke Badan
Pendapatan Daerah Kota Palembang.

3 Sering terjadi keterlambatan dalam pembayaran atau penyetoran Pajak.

4 Wajib Pajak yang menolak hasil Uji Petik (pemeriksaan Lengkap)

5 Wajib Pajak yang sudah dilakukan Uji Petik tidak patuh dalam pemenuhan pembayaran

2 |Sistem, Mekanisme R | ) -
Nota Dinas Usulan Bidang Dalsista Bidang Dalsista
dan Prosedur Wajib Pajak dari ! P?nyerahan Nota |, menerima N({ta Dinas L] menyiapkan
Bidang PDL Dinas ke Kaban yang sudah di semua Dokumen
disposisi Kaban yang diperlukan
Tim Pemeriksa Tim Pemeriksa Tim Pemeriksa Penandatanganan
melaksanakan — Llem"z:':;ﬁ';z"m ¢—| menerima SuratTugas |« ;z?b::if::z:m
pemeriksaan selama 7- Pemeriksaan Pajak pada dan kelengkapan Pemeriksaan oleh
20 hari Wajib Pajak lainnya Kaban
Tim Pemeriksa membuat Penandatangan Penandatangan Berita
KKPPD, BAHP, dan LHPPD | ] Kertas Kerja | _p| Acara persetujuan LHPPD | P?mbuata';(NOta
selanjutnya diserahkan ke Pemeriksaan Pajak oleh Walib Pajak yang Du.ia_s_ untu
bidang DALSISTA Daerah (KKPPD) menyetujui LHPPD penérbitan SSP.
3 |Jangka Waktu : Proses pemeriksaan sederhana selama 7-20 hari
Pemeriksaan Proses pemeriksaan lengkap selama 20-60 hari apabila terdapat penyalahgunaan atau
rekayasa transaksi keuangan maka bisa ditambahkan 20 hari lagi.
4 |Biaya / Tarif : Hasil Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) disetorkan pada Kas Daerah
Kota Palembang (Bank Sumsel Babel, Bank Jabar Banten, Kantor Pos).
5 |Produk Layanan : Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPDKB) DAN Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
6 |Penanganan Pengaduan | : Telepon :0711 352282
Saran dan Masukan / Pos - el : bapendapalemban mail.com
Apresiasi Laman T WWW. Bppd.palembanﬁg,_go.id

Kepala Badan pendapatan Daerah
Kota Palembang,

Herly Kurniawan, S.Sos.,MAP
NIP. 1969127 199003 1 008




Nama Unit Pelayanan
Nama Layanan

STANDAR PELAYANAN

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN

: Bidang PDL
: Penerbitan SKPD Reklame

No | Komponen Unsur Uraian
Pelayanan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 4);

2. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023
tentang pajak daerah dan retribusi daerah;

3. Peraturan Walikota Palembang Nomor 64 Tahun 2022 tentang
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata
cara kerja badan pendapatan daerah kota palembang ( Berita

1. Dasar Hukum Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 64);

4. Peraturan Walikota Palembang Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Persyaratan, mekanisme dan prosedur tetap pemungutan pajak
reklame;

5. Peraturan Walikota Palembang Nomor 23 Tahun 2013 tentang
perubahan atas peraturan walikota palembang nomor 38 tahun
2011 tentang persyaratan mekanisme dan prosedur penetapan
pemungutan pajak air tanah;

1. Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah ( SKPD)

Sarana dan 2. Perangkat alat tulis kantor ( ATK)
2. | prasarana, dan / 3. Perangkat Komputer beserta alat cetak printer / Scanner.
atau fasilitas 4. Jaringan Internal.
1. Pria/Wanita
2. Pendidikan Minimal D3/S1
3 | Kompetensi 3. Berjiwa Pelayan Publik
Pelaksana 4. Mengerti Peraturan perundangan tentang Pajak Daerah
5. Mampu mengoperasikan komputer ( minimal MS. Office)
1. Kepala Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya II
4 | Pengawasan 2. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya
Internal 3. Kepala Badan Pendapatan Daerah
5 | Jumlah Pelaksana | Maksimal 4 Orang
6 | Jaminan Dilaksanan berdasarkan pedoman SOP dan Norma yang telah
Pelayanan ditetapkan
7 | Jaminan Dilaksanakan secara transparan sesuai mekanisme / Tahapan dan
keamanan dan bebas dari KKN
keselamatan
pelayanan
8 | Evaluasi Kinerja Laporan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan secara
Pelaksana berkala

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang.

Herly Kurniawan, S.Sos.,MAP
Pembina Utama Muda
NIP.196912171990031008




>

STANDAR PELAYANAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Bidang PDL
Nama Layanan : Penerbitan SKPD Reklame
No | Komponen Unsur Uraian
Pelayanan
1. Pengisian Form Surat Pernyataan Pendaftaran Wajib Pajak
2. Fotocopy KTP Penanggung jawab
1 3. Melampirkan Foto Reklame
Persyaratan 4. Melampirkan NIB/NPWP Perusahaan
5. Surat Kuasa Pengurusan bermaterai 10.000
Sistem, Petugas ——— Memberikan N Pranata
mekanisme dan Pelayanan dokumen sudah
2 Prosedur Komguter
divalidasi dan nota
hitung U’
. ; ; Pengecekan
Kabid Kasubbid — Analis  ——y
PDL <: PDL II nota hitung
~ —
SKPD yang l:> Analis l:> Wajib Pajak
telah di
tanda
tangani
Jangka Waktu Proses Pelayanan selama 2 Hari Kerja

3 | Penyelesaian

Wajib Pajak membawa dokumen Fotocopy pembayaran Pajak untuk
4 | Biaya / Tarif mengambil SKPD ( Surat Ketetapan Pajak Daerah)

Produk Layanan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah ( NPWPD) telah terintegrasi ke Dinas
o Penanaman Modal Satu Pintu

6 | Penanganan Telepon : (0711) 352282
Pengaduan, Saran | Laman : www.bppd.palembang.go.id
dan masukan /
apresiasi

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang.

Y

Herly Kurniawan, S.Sos.,MAP
Pembina Utama Muda
NIP.196912171990031008



STANDAR PELAYANAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Bidang PDL
Nama Layanan : Penerbitan SKPD Air Tanah
No | Komponen Unsur Uraian
Pelayanan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 4);

2. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023
tentang pajak daerah dan retribusi daerah;

3. Peraturan Walikota Palembang Nomor 64 Tahun 2022 tentang
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata
cara kerja badan pendapatan daerah kota palembang ( Berita

1, Dasar Hukum Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 64);

4. Peraturan Walikota Palembang Nomor 23 Tahun 2013 tentang
perubahan atas peraturan walikota palembang nomor 38 tahun
2011 tentang persyaratan mekanisme dan prosedur penetapan
pemungutan pajak air tanah;

Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah ( SKPD)

Perangkat alat tulis kantor ( ATK)

Perangkat Komputer beserta alat cetak printer / Scanner.
Jaringan Internal.

Sarana dan
2. | prasarana, dan /
atau fasilitas

Pria/Wanita

Pendidikan Minimal D3/S1

‘Berjiwa Pelayan Publik

Mengerti Peraturan perundangan tentang Pajak Daerah
Mampu mengoperasikan komputer ( minimal MS. Office)

3 | Kompetensi
Pelaksana

Kepala Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya II
Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya
Kepala Badan Pendapatan Daerah

4 | Pengawasan
Internal

B 3 = G B G0 20 ] e D D e

5 | Jumlah Pelaksana | Maksimal 4 Orang

6 | Jaminan Dilaksanan berdasarkan pedoman SOP dan Norma yang telah
Pelayanan ditetapkan :

7 | Jaminan Dilaksanakan secara transparan sesuai mekanisme / Tahapan dan
keamanan dan bebas dari KKN
keselamatan
pelayanan

8 | Evaluasi Kinerja Laporan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan secara
Pelaksana berkala

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang.

P2

Herly Kurniawan, S.Sos.,MAP
Pembina Utama Muda
NIP.196912171990031008



STANDAR PELAYANAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Bidang PDL

Nama Layanan

: Penerbitan SKPD Air Tanah

No | Komponen Unsur Uraian
Pelayanan
1. Pengisian Form Pendaftaran
2. Fotocopy KTP Penanggung Jawab
1. 3. Melampirkan NIB/NPWP Perusahaan
Persyaratan
Sistem, Petugas N Memberikan Pranata
mekanisme dan Pelayanan dokumen sudah ="
2 Prosedur Komguter
divalidasi dan nota
hitung
Kabid & Kasubbid K— Analis (—— Pengec;ekan
PDL PDLII nota hitung
SKPDyang  |—) Analis  |=—=) Wajib Pajak
telah di
tanda
tangani
Jangka Waktu Proses Pelayanan selama 2 Hari Kerja
3 | Penyelesaian
Wajib Pajak membawa dokumen Fotocopy pembayaran Pajak untuk
4 | Biaya / Tarif mengambil SKPD ( Surat Ketetapan Pajak Daerah)
Produk Layanan Data Air Tanah telah terintegrasi data air permukaan Bapenda
5 Provinsi
6 | Penanganan Telepon : (0711) 352282
Pengaduan, Saran | Laman : www.bppd.palembang.go.id
dan masukan /
apresiasi

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang.

7

Herly Kurniawan, S.Sos.,MAP
Pembina Utama Muda
NIP.196912171990031008



Standar Pelayanan

Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

Nama Unit Pelayanan
Nama Layanan

: Bidang Pajak Daerah Lainnya
: Pendaftaran NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah)

NO

Komponen Unsur
Pelayanan

Uraian

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun
2023 Nomor 4);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran
Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2022 Nomor 6);

Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kota Palembang (Berita Daerah Kota
Palembang Tahun 2022 Nomor 64);

Sarana dan Prasanan,
dan / atau fasilitas

Formulir Pendaftaran
Perangkat Alat Tulis Kantor
Perangkat Komputer beserta Alat Cetak Printer / scanner.

Kompetensi Pelaksana

. Pria/ Wanita;

. Pendidikan Minimal D3/ S1;

. Berjiwa pelayanan publik;

. Mengerti peraturan perundangan mengenai pelayanan publik; dan
. Mampu mengoperasikan komputer

Pengawasan Internal

1

. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya
2:

Kepala Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya I

Jumlah Pelaksana

Maksimal 2 orang

Jaminan Pelayanan

Dilaksanakan berdasarkan Pedoman SOP dan Norma Waktu yang
telah ditetapkan

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

Dilaksanakan Secara Transparan sesuai mekanisme / Tahapan dan
Bebas dari KKN

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Laporan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan secara
berkala

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang,

28

HERLY KURNIAWAN, S.Sos, MAP.
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171990031008




Standar Pelayanan
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pajak Daerah Lainnya
Nama Layanan : Pendaftaran NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah)
NO Komponen Unsur Uraian
Pelayanan
1. Formulis Pendaftaran
2. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)
1 | Persyaratan 3. Fotocopy NIB (Nomor Induk Berusaha)
4. Fotocopy Perizinan Lainnya (SITU, SIUP, TDUP)
5. Foto Objek Pajak
o
i Kaban | Sexvan | Wabd | Kasubbid - ienes . ua m
Sistem Mekanisme || - ¥ IR 4
dan Prosedur Pamenssaan Kelengkapan Berkas OF Baru Oq_ — |
Entry Data 2an Cetax NPWPD D ‘77:un:m
’ i -
Persenyjuan penersitan O Bary (paraf pe;anat nerwenang ¢ ( || Je | =
Penandatangan Kar NPWPD ;}
Fenvampaian Karty NPWPD Bary - e —— .:]GD
3 | Jangka Waktu Untuk permohonan NPWPD waktu yang diperlukan 1-3 hari kerja
Pelayanan
4 | Biaya / Tarif Tidak ada biaya dalam pembuatan NPWPD
5 | Produk Layanan Kartu NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah)
Penangan, Telepon: (0711) 352282
6 Pengaduan, Saran | IG : bapendakotapalembang
dan Masukan / Pos-el: bapendapalembang@gmail.com
Apresiasi Laman: www.bppd,palembang.go.id

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang,

Y

Herly Kurniawan, S.Sos, MAP.
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171990031008




Standar Pelayanan

Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

Nama Unit Pelayanan
Nama Layanan

: Bidang Pajak Daerah Lainnya
: Pelayanan Kepada Wajib Pajak Untuk PBJT Atas Tenaga Listrik

No Komponen Unsur Uraian
Pelayanan
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2023
Nomor 4);
1 | Desar wikis 4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang
(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 6);
5. Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang
Tahun 2022 Nomor 64);
1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
Sarana dan Prasanan, .
2 dan / atau fasilitas 2. Perangkat Alat Tulis Kantor ‘
3. Perangkat Komputer beserta Alat Cetak Printer / scanner.
1. Pria/ Wanita;
2. Pendidikan Minimal D3/ S1;
3 | Kompetensi Pelaksana | 3. Berjiwa pelayanan publik;
4. Mengerti peraturan perundangan mengenai pelayanan publik; dan
5. Mampu mengoperasikan komputer
1. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya
4 | Pengawasan Internal 2. Kepala Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya |
5 | Jumlah Pelaksana Minimal 2 (dua) orang
; Dilaksanakan berdasarkan Pedoman SOP dan Norma Waktu yang telah
6 | Jaminan Pelayanan di
itetapkan
CEmREEn Kenmarm Dilaksanakan Secara Transparan sesuai mekanisme / Tahapan dan
7 | dan Keselamatan B i
ebas dari KKN
Pelayanan
8 Fvalusis Kingga Laporan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan secara berkala

Pelaksana

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang,

e

Herly Kurniawan, S.Sos, MAP.
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171990031008




Standar Pelayanan

Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

Nama Unit Pelayanan
Nama Layanan

: Bidang Pajak Daerah Lainnya
: Pelayanan Kepada Wajib Pajak Untuk PBJT Atas Tenaga Listrik

No | Komponen Unsur Uraian
Pelayanan
1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), yang telah diisi,
1 | Persvaratan ditandatangani dan dibubuhi stempel
y 2. Laporan omset untuk masa pajak yang akan dibayar, yang
ditandatangani oleh yang berwenang
Wajib pajak Verifikator
membawa mengecek D
SPTPD kelengkapan berkas l
T Analis pajak meneliti [Pemeriksaan & pame
Sistem Mekanisme | kesesuaian data dan 2o i
i ® penilai pemerintah
2 | dan Prosedur Udekiemgan dokumen
Wajib Pajak Petugas Wajib pajak melakukan Pemeriksaan dan
menyetor pajak di pelayanan penginputan di paraf Kasubbid PDL |
Bank SumselBabel mencetak SSPD pelayanan
3 Jangi, Waldu Waktu pelayanan kurang lebih 25 menit
Pelayanan
4 | Biaya / Tarif Pajak Daerah disetorkan ke kas daerah Kota Palembang melalui
"y Bank Sumsel Babel
5 | Produk Layanan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk PBJT Atas Tenaga Listrik
Penanganan, Telepon: (0711) 352282
6 Pengaduan, Saran | IG : bapendakotapalembang

dan Masukan /
Apresiasi

Pos-el: bapendapalembang@gmail.com
Laman: www.bppd,palembang.go.id

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang,

A

Herly Kurniawan, S.Sos, MAP.
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171990031008




Standar Pelayanan

Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

Nama Unit Pelayanan
Nama Layanan

: Bidang Pajak Daerah Lainnya
: Pelayanan Kepada Wajib Pajak Untuk PBJT Atas Jasa Parkir

No Komponen Unsur Uraian
Pelayanan
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2023
Nomor 4);
¥ | Dasas ks 4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang
(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 6);
5. Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang
Tahun 2022 Nomor 64);
1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
Sarana dan Prasanan, .
2 dan / atau fasilitas 2. Perangkat Alat Tulis Kantor .
3. Perangkat Komputer beserta Alat Cetak Printer / scanner.
1. Pria/ Wanita;
2. Pendidikan Minimal D3/ S1;
3 | Kompetensi Pelaksana 3. Berjiwa pelayanan publik;
4. Mengerti peraturan perundangan mengenau pelayanan publik; dan
5. Mampu mengoperasikan komputer
’ 1. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya
4 | Pengawasan Infornial 2. Kepala Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya I
5 | Jumlah Pelaksana Minimal 2 (dua) orang
: Dilaksanakan berdasarkan Pedoman SOP dan Norma Waktu yang telah
6 | Jaminan Pelayanan :
ditetapkan
Ja:mn}an Heaman Dilaksanakan Secara Transparan sesuai mekanisme / Tahapan dan
7 | dan Keselamatan .
Bebas dari KKN
Pelayanan
8 Evaluasi Kineya Laporan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan secara berkala

Pelaksana

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang,

b2

Herly Kurniawan, S.Sos, MAP.
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171990031008




Standar Pelayanan

Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

Nama Unit Pelayanan
Nama Layanan

: Bidang Pajak Daerah Lainnya
: Pelayanan Kepada Wajib Pajak Untuk PBJT Atas Jasa Parkir

No | Komponen Unsur Uraian
Pelayanan
1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), yang telah diisi,
1 | Persvaratan ditandatangani dan dibubuhi stempel
y 2. Laporan omset untuk masa pajak yang akan dibayar, yang
ditandatangani oleh yang berwenang
Wajib pajak Verifikator
membawa mengecek
SPTPD kelengkapan berkas
T Analis pajak meneliti [Pemeriksaan F—"
Sistem Mekanisme kesesuaian data dan | —» o . J
: penilai pemerintah
2 daiy, Prosedir tidak lengkap dokumen
Waijib Pajak Petugas Wajib pajak melakukan Pemeriksaan dan
menyetor pajak di pelayanan ‘——_[ penginputan di ‘—Eraf Kasubbid PDL I}
Bank SumselBabel mencetak SSPD pelayanan
3 Janghka Waktu Waktu pelayanan kurang lebih 25 menit
Pelayanan
. : Pajak Daerah disetorkan ke kas daerah Kota Palembang melalui
4 |Biayn / Taril Bank Sumsel Babel
5 | Produk Layanan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk PBJT Atas Jasa Parkir
Penanganan, Telepon: (0711) 352282
6 Pengaduan, Saran | IG : bapendakotapalembang

dan Masukan /
Apresiasi

Pos-el: bapendapalembang@gmail.com
Laman: www.bppd,palembang.go.id

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang,

A

Herly Kurniawan, S.Sos, MAP.
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171990031008




Standar Pelayanan
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pajak Daerah Lainnya
Nama Layanan : Pelayanan Kepada Wajib Pajak Untuk PBJT Atas Jasa Makanan dan/ atau
Minuman
No Komponen Unsur Uraian
Pelayanan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);

3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2023 Nomor
4);

4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang
(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 6);

5. Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang
Tahun 2022 Nomor 64);

1 | Dasar Hukum

. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
. Perangkat Alat Tulis Kantor
. Perangkat Komputer beserta Alat Cetak Printer / scanner.

Sarana dan Prasanan,
dan / atau fasilitas

. Pria/ Wanita;

. Pendidikan Minimal D3/ S1;

. Berjiwa pelayanan publik;

. Mengerti peraturan perundangan mengenai pelayanan publik; dan
. Mampu mengoperasikan komputer

3 | Kompetensi Pelaksana

. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya
. Kepala Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya |

B o (U1 WA = W~

4 | Pengawasan Internal

5 | Jumlah Pelaksana Minimal 2 (dua) orang

Dilaksanakan berdasarkan Pedoman SOP dan Norma Waktu yang telah

6 | Jaminan Pelayanan ditetapkan

Jaminan Keamanan
7 | dan Keselamatan
Pelayanan

Dilaksanakan Secara Transparan sesuai mekanisme / Tahapan dan
Bebas dari KKN

Evaluasi Kinerja

Laporan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan secara berkala
Pelaksana

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang,

»

Herly Kurniawan, S.Sos, MAP.
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171990031008




Standar Pelayanan

Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

Nama Unit Pelayanan
Nama Layanan

: Bidang Pajak Daerah Lainnya
: Pelayanan Kepada Wajib Pajak Untuk PBJT Atas Jasa Makanan dan/
atau Minuman

No | Komponen Unsur Uraian
Pelayanan
1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), yang telah diisi,
1 | Persvarassi ditandatangani dan dibubuhi stempel
¥y 2. Laporan omset untuk masa pajak yang akan dibayar, yang
ditandatangani oleh yang berwenang
Wajib pajak Verifikator
membawa mengecek lengkap
SPTPD kelengkapan
-
T Analis pajak meneliti ,Pemer'ksaan F—
: ; kesesuaian data dan | | b ;
) (Sigeg;ol\sd:é{s:llsme oK longkap I S penilai pemerintah }
Waijib Pajak Petugas Wajib pajak melakukan Pemeriksaan dan
menyetor pajak di pelayanan === penginputan di — paraf Kasubbid PDL Il
Bank SumselBabel mencetak pelayanan
3 Sl IR Waktu pelayanan kurang lebih 25 menit
Pelayanan
. . Pajak Daerah disetorkan ke kas daerah Kota Palembang melalui Bank
4 | Biaya / Tarif .
Sumsel Babel
5 | Produk Layanan gurat Setorfan Pajak Daerah (SSPD) untuk PBJT Atas Jasa Makanan
an/ atau Minuman
Penanganan, Telepon: (0711) 352282
6 Pengaduan, Saran | IG : bapendakotapalembang

dan Masukan /
Apresiasi

Pos-el: bapendapalembang@gmail.com
Laman: www.bppd,palembang.go.id

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang,

o

Herly Kurniawan, S.Sos, MAP.
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171990031008




Standar Pelayanan

Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

Nama Unit Pelayanan
Nama Layanan

: Bidang Pajak Daerah Lainnya
: Pelayanan Kepada Wajib Pajak Untuk PBJT Atas Jasa Kesenian dan
Hiburan

No Komponen Unsur Uraian
Pelayanan
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2023 Nomor
4);
1 | Dasar Bk 4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang
(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 6);
5. Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang
Tahun 2022 Nomor 64);
1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
Sarana dan Prasanan, ;
2 dan / atau fasilitas 2. Perangkat Alat Tulis Kantor .
3. Perangkat Komputer beserta Alat Cetak Printer / scanner.
1. Pria/ Wanita;
2. Pendidikan Minimal D3/ S1;
3 | Kompetensi Pelaksana 3. Berjiwa pelayanan publik;
4. Mengerti peraturan perundangan mengenai pelayanan publik; dan
5. Mampu mengoperasikan komputer
4 | Penpawassn Ttersl 1. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya
& 2. Kepala Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya I
5 | Jumlah Pelaksana Minimal 2 (dua) orang
; Dilaksanakan berdasarkan Pedoman SOP dan Norma Waktu yang telah
6 | Jaminan Pelayanan d
itetapkan
Jamman Reamansay Dilaksanakan Secara Transparan sesuai mekanisme / Tahapan dan
7 | dan Keselamatan B :
ebas dari KKN
Pelayanan
8 g;&;:;:meqa Laporan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan secara berkala

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang,

A

Herly Kurniawan, S.Sos, MAP.
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171990031008




Standar Pelayanan

Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

Nama Unit Pelayanan
Nama Layanan

: Bidang Pajak Daerah Lainnya
: Pelayanan Kepada Wajib Pajak Untuk PBJT Atas Jasa Kesenian dan
Hiburan

No | Komponen Unsur Uraian
Pelayanan
1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), yang telah diisi,
T P — ditandatangani dan dibubuhi stempel
Y 2. Laporan omset untuk masa pajak yang akan dibayar, yang
ditandatangani oleh yang berwenang
Wajib pajak Verifikator
membawa mengecek lengkap
SPTPD kelengkapan ¢
T Ay e mieneit! [Pemeriksaan dan paraf}
Sistem Mekanisme { kesesuaian data dan |— ot .
2 dn Prasathis tidak lengkap o penilai pemerintah _l
Wajib Pajak Petugas Wajib pajak melakukan Pemeriksaan dan
menyetor pajak di pelayanan penginputan di paraf Kasubbid PDL Il
Bank SumselBabel mencetak pelayanan
3 Jangka W Waktu pelayanan kurang lebih 25 menit
Pelayanan
. . Pajak Daerah disetorkan ke kas daerah Kota Palembang melalui Bank
4 | Biaya / Tarif )
Sumsel Babel
5 | Produk Layanan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk PBJT Atas Jasa Kesenian dan
Hiburan
Penanganan, Telepon: (0711) 352282
6 Pengaduan, Saran | IG : bapendakotapalembang

dan Masukan /
Apresiasi

Pos-el: bapendapalembanga@gmail.com
Laman: www.bppd,palembang.go.id

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang,

Vs

Herly Kurniawan, S.Sos, MAP.
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171990031008




Standar Pelayanan

Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

Nama Unit Pelayanan
Nama Layanan

: Bidang Pajak Daerah Lainnya
: Pelayanan Kepada Wajib Pajak Untuk PBJT Atas Jasa Perhotelan

No Komponen Unsur Uraian
Pelayanan
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2023
Nomor 4);
1 | Drassr wiad 4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang
(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 6);
5. Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang
Tahun 2022 Nomor 64);
1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
Sarana dan Prasanan, s
2 dan / atau fasilitas 2. Perangkat Alat Tulis Kantor .
3. Perangkat Komputer beserta Alat Cetak Printer / scanner.
1. Pria/ Wanita;
2. Pendidikan Minimal D3/ S1;
3 | Kompetensi Pelaksana 3. Berjiwa pelayanan publik;
4. Mengerti peraturan perundangan mengenai pelayanan publik; dan
5. Mampu mengoperasikan komputer
1. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya
4 | Bengawasan Internal 2. Kepala Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya I
5 | Jumlah Pelaksana Minimal 2 (dua) orang
; Dilaksanakan berdasarkan Pedoman SOP dan Norma Waktu yang telah
6 | Jaminan Pelayanan ;
ditetapkan
vaman Beshunian Dilaksanakan Secara Transparan sesuai mekanisme / Tahapan dan
7 | dan Keselamatan z
Bebas dari KKN
Pelayanan
8 s Laporan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan secara berkala

Pelaksana

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang,

%

Herly Kurniawan, S.Sos, MAP.
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171990031008




Standar Pelayanan

Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

Nama Unit Pelayanan
Nama Layanan

: Bidang Pajak Daerah Lainnya
: Pelayanan Kepada Wajib Pajak Untuk PBJT Atas Jasa Perhotelan

No | Komponen Unsur
Pelayanan

Uraian

1 | Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), yang telah diisi,
ditandatangani dan dibubuhi stempel

2. Laporan omset untuk masa pajak yang akan dibayar, yang
ditandatangani oleh yang berwenang

Sistem Mekanisme

Verifikator
mengecek
kelengkapan berkas

Waijib pajak
membawa
SPTPD

lengkap

Analis pajak meneliti
kesesuaian data dan

Pemeriksaan dan paraf
penilai pemerintah

2 tidak lengk: dokumen
dan Prosedur P
Waijib Pajak Petugas Wajib pajak melakukan Pemeriksaan dan
menyetor pajak di pelayanan penginputan di paraf Kasubbid PDL |
Bank SumselBabel mencetak SSPD pelayanan
Jangka Waktu - :
3 gk Waktu pelayanan kurang lebih 25 menit
Pelayanan

4 | Biaya / Tarif

Pajak Daerah disetorkan ke kas daerah Kota Palembang melalui
Bank Sumsel Babel

5 | Produk Layanan

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk PBJT Atas Jasa Perhotelan

Penanganan,
Pengaduan, Saran
dan Masukan /
Apresiasi

Telepon: (0711) 352282

IG : bapendakotapalembang

Pos-€el: bapendapalembang@gmail.com
Laman: www.bppd,palembang.go.id

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang,

i

Herly Kurniawan, S.Sos, MAP.
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171990031008




Standar Pelayanan

Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

Nama Unit Pelayanan
Nama Layanan

: Bidang Pajak Daerah Lainnya
: Pelayanan Kepada Wajib Pajak Untuk Pajak Sarang Burung Walet

No Komponen Unsur Uraian
Pelayanan
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2023
Nomor 4);
1 | DasarHukam 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang
(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 6);
10.  Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang
Tahun 2022 Nomor 64);
4. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
Sarana dan Prasanan, -
2 dan / atau fasilitas 5. Perangkat Alat Tulis Kantor '
6. Perangkat Komputer beserta Alat Cetak Printer / scanner.
1. Pria/ Wanita;
2. Pendidikan Minimal D3/ S1;
3 | Kompetensi Pelaksana 3. Berjiwa pelayanan publik;
4. Mengerti peraturan perundangan mengenai pelayanan publik; dan
5. Mampu mengoperasikan komputer '
1. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya
% | Pengewasan lnimmal 2. Kegala Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya I
5 | Jumlah Pelaksana Minimal 2 (dua) orang
g Dilaksanakan berdasarkan Pedoman SOP dan Norma Waktu yang telah
6 | Jaminan Pelayanan di
itetapkan
Jaming Keamina Dilaksanakan Secara Transparan sesuai mekanisme / Tahapan dan
7 | dan Keselamatan O :
ebas dari KKN
Pelayanan
8 Evahunsi Kinoga Laporan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan secara berkala

Pelaksana

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang,

o

Herly Kurniawan, S.Sos, MAP.
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171990031008




Standar Pelayanan

Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

Nama Unit Pelayanan
Nama Layanan

: Bidang Pajak Daerah Lainnya
: Pelayanan Kepada Wajib Pajak Untuk Pajak Sarang Burung Walet

No | Komponen Unsur Uraian
Pelayanan
1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), yang telah diisi,
1 |p ditandatangani dan dibubuhi stempel
ersyaratan

2. Laporan omset untuk masa pajak yang akan dibayar, yang
ditandatangani oleh yang berwenang

Sistem Mekanisme

Verifikator
mengecek
kelengkapan berkas

Wajib pajak
membawa
SPTPD

Analis pajak meneliti
kesesuaian data dan

i f
i Pemell'lknsaan dart para
penilai pemerintah

2 disi Presediie tidak lengkap dokumen
Wajib_Pajak Petugas Waijib pajak melakukan Pemeriksaan dan
menyetor pajak di pelayanan penginputan di ' paraf Kasubbid PDL |
Bank SumselBabel mencetak SSPD pelayanan
3 vERgie Wakuy Waktu pelayanan kurang lebih 25 menit
Pelayanan
; ; Pajak Daerah disetorkan ke kas daerah Kota Palembang melalui
% || Busys. f Tant Bank Sumsel Babel
5 | Produk Layanan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk Pajak Sarang Burung Walet
Penanganan, Telepon: (0711) 352282
6 Pengaduan, Saran | IG : bapendakotapalembang

dan Masukan /
Apresiasi

Pos-el: bapendapalembang@gmail.com
Laman: www.bppd,palembang.go.id

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang,

b

Herly Kurniawan, S.Sos, MAP.
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171990031008




STANDAR PELAYANAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Bidang PDL
Nama Layanan : Pembayaran Pajak melalui Official
Assesment ( Reklame)
No | Komponen Unsur Uraian
Pelayanan
1. Pengisian Form Surat Pernyataan Pendaftaran Wajib Pajak
2. Fotocopy KTP Penanggung jawab
1 3. Melampirkan Foto Reklame
Persyaratan 4. Melampirkan NIB/NPWP Perusahaan
5. Surat Kuasa Pengurusan bermaterai 10.000
Sis.tem, Wajib Pajak | . Membawa Petugas
mekanisme dan dokumen o
2 Prosedur Veri
Kelengkapan
- . ; Pengecekan
Kasubbid Pejabat —— Analis  —y
PDL I = Fungsional berkas
Vv
Wajib Pajak  |—) Melakukan — Petugas
penginputan pajak Pelayanan
Mencetak SSPD
Jangka Waktu Proses Pelayanan selama 15 Menit
3 | Penyelesaian
Surat Setoran Pajak daerah (SSPD) disetorkan pada Kas daerah Kota
4 | Biaya / Tarif Palembang melalui Bank Sumsel Babel '
Produk Layanan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah ( NPWPD) telah terintegrasi ke Dinas
5 Penanaman Modal Satu Pintu
6 | Penanganan Telepon : (0711) 352282
Pengaduan, Saran | Laman : www.bppd.palembang.go.id
dan masukan /
apresiasi

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang.

A

Herly Kurniawan, S.Sos.,MAP
Pembina Utama Muda
NIP.196912171990031008




Nama Unit Pelayanan
Nama Layanan

STANDAR PELAYANAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN

: Bidang PDL
: Pembayaran Pajak melalui Official
Assesment ( Reklame)

No | Komponen Unsur Uraian
Pelayanan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 4);

2. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023
tentang pajak daerah dan retribusi daerah;

3. Peraturan Walikota Palembang Nomor 64 Tahun 2022 tentang
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata
cara kerja badan pendapatan daerah kota palembang ( Berita

1. Dasar Hukum Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 64);

4. Peraturan Walikota Palembang Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Persyaratan, mekanisme dan prosedur tetap pemungutan
pajak reklame;

5. Peraturan Walikota Palembang Nomor 23 Tahun 2013 tentang
perubahan atas peraturan walikota palembang nomor 38
tahun 2011 tentang persyaratan mekanisme dan prosedur
penetapan pemungutan pajak air tanah;

1. Formulir Pendaftaran Pajak;

Sarana dan 2. Perangkat alat tulis kantor ( ATK)
2 | prasarana, dan / 3. 'Perangkat Komputer beserta alat cetak printer / Scanner.
atau fasilitas 4. Jaringan Internal

1. Pria/Wanita

2. Pendidikan Minimal D3/S1

3 | Kompetensi 3. Berjiwa Pelayan Publik
Pelaksana 4. Mengerti Peraturan perundangan tentang Pajak Daerah
5. Mampu mengoperasikan komputer ( minimal MS. Office)
1. Kepala Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya II
4 | Pengawasan 2. Pejabat Fungsional
Internal 3. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya .
5 | Jumlah Pelaksana | Maksimal 4 Orang
6 | Jaminan Dilaksanan berdasarkan pedoman SOP dan Norma yang telah
Pelayanan ditetapkan
7 | Jaminan Dilaksanakan secara transparan sesuai mekanisme / Tahapan dan
keamanan dan bebas dari KKN
keselamatan
pelayanan
8 | Evaluasi Kinerja Laporan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan secara
Pelaksana berkala

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kota Palembang.

2

Herly Kurniawan, S.Sos.,MAP
Pembina Utama Muda
NIP.196912171990031008




Standar Pelayanan

Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

Nama Unit Pelayanan
Nama Layanan

: Bidang Pajak Daerah Lainnya
: Pelayanan Kepada Wajib Pajak Untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan

No Komponen Unsur Uraian
Pelayanan
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2023
Nomor 4);
¥ | DasarHiam 4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang
(Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 6);
5. Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang
Tahun 2022 Nomor 64);
1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
Sarana dan Prasanan, )
2 dan / atau fasilitas 2. Perangkat Alat Tulis Kantor '
3. Perangkat Komputer beserta Alat Cetak Printer / scanner.
1. Pria/ Wanita;
2. Pendidikan Minimal D3/ S1;
3 | Kompetensi Pelaksana 3. Berjiwa pelayanan publik;
4. Mengerti peraturan perundangan mengenai pelayanan publik; dan
5. Mampu mengoperasikan komputer
% | Pengrwasaninienin 1. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya
2. Kepala Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya I
5 | Jumlah Pelaksana Minimal 2 (dua) orang
. Dilaksanakan berdasarkan Pedoman SOP dan Norma Waktu yang telah
6 | Jaminan Pelayanan d
itetapkan
deminin Kesrnanag Dilaksanakan Secara Transparan sesuai mekanisme / Tahapan dan
7 | dan Keselamatan =
Bebas dari KKN
Pelayanan
8 Bvsbuas. Kansra Laporan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan secara berkala

Pelaksana

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang,

e

Herly Kurniawan, S.Sos, MAP.
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171990031008




Standar Pelayanan

Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

Nama Unit Pelayanan
Nama Layanan

: Bidang Pajak Daerah Lainnya
: Pelayanan Kepada Wajib Pajak Untuk Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan

No | Komponen Unsur Uraian
Pelayanan
1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), yang telah diisi,
i | Derevaratn ditandatangani dan dibubuhi stempel
Y 2. Laporan omset untuk masa pajak yang akan dibayar, yang
ditandatangani oleh yang berwenang
N
Wajib pajak Verifikator
membawa mengecek lengkap
SPTPD kelengkapan berkas i
T Analis pajak meneliti ———
Sistem Mekanisme kesesuaian datadan | —» ) .
2 Aah Poosedis tidak lengkap dokumen penilai pemerintah
Wajib Pajak Petugas Wajib pajak melakukan Pemeriksaan dan
menyetor pajak di pelayanan penginputan di paraf Kasubbid PDL |
Bank SumselBabel mencetak SSPD pelayanan
3 Jemgiea Weikti Waktu pelayanan kurang lebih 25 menit
Pelayanan
4 | Biaya J Tasif Pajak Daerah disetorkan ke kas daerah Kota Palembang melalui
Y Bank Sumsel Babel ‘
5 | Produk Layanan gurat Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk Pajak Mineral Bukan Logam
an Batuan
Penanganan, Telepon: (0711) 352282
6 Pengaduan, Saran | IG : bapendakotapalembang

dan Masukan /
Apresiasi

Pos-el: bapendapalembang@gmail.com
Laman: www.bppd,palembang.go.id

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang,

‘ﬂw

Herly Kurniawan, S.Sos, MAP.
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171990031008




Nama Unit Pelayanan
Nama Layanan

STANDAR PELAYANAN

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN

: Bidang PDL
: Pembayaran Pajak melalui Official
Assesment ( Air Tanah)

No

Komponen Unsur
Pelayanan

Uraian

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 4);

2. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023
tentang pajak daerah dan retribusi daerah,;

3. Peraturan Walikota Palembang Nomor 64 Tahun 2022 tentang
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata
cara kerja badan pendapatan daerah kota palembang ( Berita
Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 64);

4. Peraturan Walikota Palembang Nomor 23 Tahun 2013 tentang
perubahan atas peraturan walikota palembang nomor 38 tahun
2011 tentang persyaratan mekanisme dan prosedur penetapan
pemungutan pajak air tanah;

Pelaksana

1. Formulir Pendaftaran Pajak;
Sarana dan 2.. Perangkat alat tulis kantor ( ATK)
2 | prasarana, dan / 3. Perangkat Komputer beserta alat cetak printer / Scanner.
atau fasilitas 4. Jaringan Internal
1. Pria/Wanita
2. Pendidikan Minimal D3/S1
3 | Kompetensi 3. Berjiwa Pelayan Publik
Pelaksana 4. Mengerti Peraturan perundangan tentang Pajak Daerah
5. Mampu mengoperasikan komputer ( minimal MS. Office)
1. Kepala Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya II
4 | Pengawasan 2. Pejabat Fungsional
Internal 3. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya
5 | Jumlah Pelaksana | Maksimal 4 Orang
6 | Jaminan Dilaksanan berdasarkan pedoman SOP dan Norma yang telah
Pelayanan ditetapkan
7 | Jaminan Dilaksanakan secara transparan sesuai mekanisme / Tahapan dan
keamanan dan bebas dari KKN
keselamatan
pelayanan
8 | Evaluasi Kinerja Laporan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan secara

berkala

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang.

b

Herly Kurniawan, S.Sos.,MAP
Pembina Utama Muda
NIP.196912171990031008




STANDAR PELAYANAN
PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Bidang PDL
Nama Layanan : Pembayaran Pajak melalui Official
Assesment ( Air Tanah)
No | Komponen Unsur Uraian
Pelayanan

1. Pengisian Form Pendaftaran
1. Persyaratan 2. Fotocopy KTP Penanggung Jawab
3. Melampirkan NIB/NPWP Perusahaan

Sis_tem, Wajib Pajak | Membawa __»J Petugas
mekanisme dan dokumen "| Verifikasi
2 Prosedur
Kelengkapan

Kasubbid

Peiabat Analis ¢! Pengecekan
PDLII B :

Fungsional berkas

Waijib Pajak [y Melakukan — | Petugas
penginputan pajak Pelayanan
—F
Mencetak SSPD
Jangka Waktu Proses Pelayanan selama 15 Menit

3 | Penyelesaian

Surat Setoran Pajak daerah (SSPD) disetorkan pada Kas daerah Kota
4 | Biaya / Tarif Palembang melalui Bank Sumsel Babel

Data Air Tanah telah terintegrasi data air permukaan Bapenda
5 | Produk Layanan Provinsi

6 | Penanganan Telepon : (0711) 352282
Pengaduan, Saran | Laman : www.bppd.palembang.go.id
dan masukan /
apresiasi

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang.

o)

Herly Kurniawan, S.Sos.,MAP
Pembina Utama Muda
NIP.196912171990031008




NOMOR SOP ‘a0 | 047.( | BApennnA [2023
TGL. PEMBUATAN 04 danvan 2023
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF ;
DISAHKAN OLEH b Kepala Badan Pendapatan Daerah
oy §
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH Herly Kurniawan, S Sos, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171990031008

NAMA SOP . Pendaftaran Pajak Daerah Lainnya

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan daerah Kota Palembang 1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

2. peraturan Walikota Palembang 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN

Objek pajak baru harus segera disesuaikan dengan updating data di

" wilayah kerja UPT

1. Komputer / Printer / Scanner

2. Pembayaran Pajak Hotel 2. Jaringan Internet
PERINGATAN : _ PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila Waijib Pajak tidak segera mendaftarkan usaha setelah diberi surat|- Disimpan sebagai data elektronik dan manual

emberitahuan maka akan diterbitkan NPWPD secara jabatan.

PROSES : PENDAFTARAN PAJAK DAERAH LAINNYA

Mutu Baku
No Kegiatan j Analls | oranata | Petugas di | Petugas | Waijib
= Form Pendaftaran, Perizinan
1 Pendataan Objek Pajak Baru tidak lanpkan Fln__ —m m— — Usaha, KTP dan Foto OP | 1 hari kerja
Baru
A
_ Form Pendaftaran dan o

2 Pemeriksaan Kelengkapan Berkas OP Baru == - _ Persyaratan Lengkap 5 menit

3 Entry Data dan Cetak NPWPD D lenalan 30 menit

4 Pemeriksaan Ulang il_ 5 menit

|
5 Persetujuan penerbitan OP Baru (paraf pejabat berwenang) h' H T.ﬁ. |_A_I— _ ¢ 1 hari kerja
6 Penandatangan Kartu NFPWPD U 1 hari kerja
_ Kartu
4 Pen ian Kartu NPWPD Ba ( 1 kerj
yampaian u u 1 { * __ 1 hari kerja NPWPD




NOMOR SOP 000 _[045.3 | BAvENPR [2023
TGL. PEMBUATAN 04 havari 2023
TGL. REVISI d
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH Kepala Badan Pendapatan Daerah
i
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH HERLY KURNIAWAN, S.Sos., MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171990031008
NAMA SOP Penerbitan SKPD Reklame
DASAR HUKUM - KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 02 Tahun 2019
2. Peraturan Walikota Palembang Nomor 49 Tahun 2019

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Pembayaran Pajak

1. Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran
2. Term of Reference

3. Komputer / Printer / Scanner

4. Jaringan internal

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila laporan terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan berikutnya akan tertunda

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual

PROSES : PENERBITAN SKPD REKLAME

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasubbid
Petugas Pelayanan Kabid PDL Il Analis Pranata Komputer | Waijib Pajak Kelengkapan Waktu Output
— NIB/NPWP. Foto NIB/NPWP, Foto
Reklame, Surat Reklame, Surat
1 Pengecekan Berkas Reklame (NIB/NPWP Foto Reklame, Pemyataan, 10 Menit | Pemyataan, 10 Menit
Surat Pernyataan, Fotocopy KTP, Surat Kuasa) Fotocopy KTP, Fotocopy KTP,
Surat Kuasa Surat Kuasa
2 |Penginputan SKPD m”_.wm beserta Nota| ;) penit SKPD 10 Menit
3 |Verifikasi SKPD ﬂTL R ™ N 10 Meni SKPD 10 Menit
4 |Penandatangan SKPD H||DI|ID|_ m”.”.w Easw zas_ 10 Menit SKPD 10 Mentt
5 |Pengambilan SKPD ( } N mn,__uo besarta zgm._ 3 Hari SKPD 3 Hari




NOMOR SOP : 000/ 042 3] BAPENDRA 2023
TGL. PEMBUATAN : 04 danuapri 2023
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF
= DISAHKAN OLEH Kepala Badan Pendapatan Daerah
e = .i...i.ﬂ...nw : ¥
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH Herly Kurniawan, S.Sos, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19691217 199003 1 008
NAMA SOP Penerbitan SKPDKB/SKPDN/SKPDLB
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

=

1. Peraturan Daerah Kota Palembang
2. Peraturan Walikota Palembang

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Pembayaran Pajak

1. Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran
2. Term of Reference

3. Komputer / Printer / Scanner

4. Jaringan internal

T

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila laporan terlambat dibuat maka pelaksanaan kegiatan berikutnya akan|- Disimpan sebagai data elektronik dan manual
tertunda
PROSES : PENERBITAN SKPDKB/SKPDN/SKPDLB
Pelaksana Mutu Baku
i Kegen Kaban Kabid Kasubbid nvﬁus_. Pranata Komputer | Kelengkapan| Waktu |  Output s
1 |BAP Pemeriksaan / KKP Pemeriksaan _ “ [_
_”_U /SKP
2 |Pencetakan SKPDKB/SKPDN/SKPDLB Nﬂwwcx_ﬂm_umw 5 Menit
3 |Verifikasi SKPDKB/ SKPDN/ SKPDLB ﬂ_ E 3 Menit
4 |Penandatangan SKPDKB/SKPDN/SKPDLB — _m 5 Menit




NOMOR 50P : qoo | 041.2 [ BAPEYOR 2033
. TGL PEMBUATAN : 04 Janvarl 2033
| TGL REVISI {2
k TGL EFEKTIF B
E DISAHKAN OLEH ' Kepala Badan Pendapatan Daerah
BADAN PENDAPATAN DAERAH Herty Kurffwah, S.Sos., MAP
i KOTA PALEMEANG

BIDANG PENAGIHAN, PERENCANAAN DAN PEMBINAAN PENDAPATAN DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAI'RAH KOTA PALEMBANG

Pembina Utama Muda
NIP. 19691217 198003 1 008

NAMA SOP |- Keberatan Piutar g Pajak Daerah

DASAR HUKUM

r

KUALIFIKASI PELAKSANA

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pe-ubahan AtasPeraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2018 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Wa ikota Nomor 5 Tahun 2020vtentang Pwerubahan Peraturan walikota Nomor 49 tahun
2 2019Petunjuk Teknis Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Banguran Ferkotaan Kota Palembang

Peraturan Wa ikota Nomor 64 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerzh Kota Palembang

1 Melakukan pencatatan bukti - bukti pembayaran

2 Melakukan verifikasi bukii - bukti pembayaran

3 Rekapitulasi piutang paja < daerah

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1 SOP Penagihan Pajak Daerah

1 Buku pembukuan
2 Bukti pembayaran
3 Komputer

4 Jaringan Internet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Verifikasi data harus segera dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan penghitungan piltang

1 Dicatat dalam pembukuan pajak dan diverifikasi

pajak daerah

2 Disimpan sebagai data elektronik dan manual ]
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PROSEDUR ; PEMPROSESAN DEANAS PERMOMONAN PENGAJUAN / PERNYATAAN TUTUP USAHA

TLAISANA MUTY BAKY -
NO A AN PUNAGIHAN,
NLGIATAN
PERENCANAAN DAN| KEPALA SUB RDANG | STAFSUEDIDANG | 0l 0 o man KETERANGAN
PEMBINAAN | PENAGIMAN PruTAnG | PTAGIWN PAIAK AR KIPALA BADAN KELENGRAPAN WAKTU ouTPUT
PENDAPATAN DAL WM
Mo g — DALAAM
1 et pengaj.an / permystaan wtup wsaha
hanya bepads Walliota |an pejabat yang ditunjuk | }—
Suut permyatsan tutup usshe 1 Harl Disposisl diverima Kibid
2 Mene U Labengapan penga) pere f——-l
[rrLe m“*m‘::’m‘ ml', Wiy I Suat pernystaan tutup uss ha | Disposls untuk
da barkas kelengkapan wajib 1 Hart |pembuatan Garita Fcara
pa ok Kunjungan Tutup U aha
R | 3 Acars L.unjungan Tutup usahe Su-at pernyntaan tup useha Berita Acars Kunjus gan
da berkas kelenghkapan wallb 1 Hari Tutup Usahs
pa ok
4 |Pengecekan lapagan o ngan membawa dafiar plutang Duftar Plutang Wafib Pajak Hasll Berhta £car
walb pajak yang tutup can Berrea Acars Kunjungan Tut i Ya g Tutup, Berita Acara Kunjungan Tutup U saha
Usana Kunjungan Tutup Usaha dan 1 Harl
Su-at Tugas Petugss
-] Mlhm:::n Barta Azars Kunjungan Tutup Usaha kepac e i:nu‘l B:;‘I:\:clrl Kunjungrn ::: Berfa :«::: - Panah rballk (Jil:a ads  erbalian dikemballkan ke staf)
Kepals Bidang wiup ungan Tu
1 Harl talah ditandotangar | cleh
Kepals Badan
6 |Menaliti dan menandst ngani Derita Acara Kunjungan | |I= Has/] Barita Acara Kunjungn
Tutup Usaha Tutup Usaha telah
diandstangani cleh Kepala
Badan
7  |Merekap dan membuat laporan hasll - hasll Gerla Acars o Has/l Barlta Acars Kunjungen 1Harl  [Rekapitlas! hasll - Faall
Kunjungan Tutup Usahe Tutup Usaha wiah Baiita Azara Kunjungan
ditandomngani oleh Kepala Tutup Usaha
Badfan
- Berlm 1Harl  |Melaporkan kepads
Manyampalian rskag A urgan T j Recopitulas! hal - hasll
X pada .."" h'm“h:’“”lw Tei C Acws Kunjungan Tutup Usaha Bidang Pajak Derah dan
it X Reten = Lainmys untuk evab au
data
aporkan rekap Acars ngan R kap tulssl handl - hasll Bei lta 1 Hari Pengapusan dats Wajlb 1. Data Wajib Pajek (NPY/PD) yang tutup tidsk barplutan | bisa langsung dihapus oleh Bl ang
9jjm Sty ik L Ac17a Kunjungan Tutup Usahs Pajak Pajak Doerah Lainnya de vgan Surat Persetujuan cleh Kenals Badan
kepada Bidarg Pejak Deorah dan Lainnys urtuk rvaeluas :} berupa : daftar plutang, Barfta
2 Ac wra Kunjungan, dam photo
1ol aal objek pajak
2. Penghapusan NPWPD dan [umish piutang Wajio Pejal bitup usaha berplutang harus
dengan SK Penghapusan Wallkota Palembang setslah melalul ovaluas! data dari Bidangia/ak
Daerah Lainnya, Bidang Mengendalian dan Bauls Data dar Surat Pengantar darl Kepala Budan
Pengelolaan Pajal Daers y Kota Palambang




PROSEDUR | PROSE'| PELAKSANAAN PENUTUPAN / PENYEGELAN

PELAIGANA MU RAR
KLPALA BIDANG
PINAGIMAN, IKSERUSI
ROV AN KEGIATAN PERENCANAAN STAF SUB [DANG KETERANGAN
KEPALA SUB BIDANG PINAK - PIHAK PENUTUPA? | / PAN WAKT S ouTPuUT
DAN PEMBINAAN | PENAGIMAN pruTAnG | PENAGIMATI PAIAK | SEKRITARSS ity ] TORKAIT PINTEGELIN L e
PENDAPATAN DAERAY
DAERAN
Hasl Verifos! data 1 Har
D | Re kapitulas! Plutang Pejox setelah Disposisl untuk
dila\ukannya ver/flasl d via pembayaran pembuatan SK Tim
terakhir Tunggakan
Marmbuat SX Tim Tungg kan J-——-l__’r—u Disposisl untuk pombuatan draft 5K Tim 1 Har SK Tim Tunggakan
1 F_ Tunggekan
Menmitf dan memaraf ¢ Tim Tunggskan S Tim Tunggakan 1Heri | SKTim Tunggakan |Paiah tarbaifk [Jka ada
telah diteliti oleh pe balkan d kembalikan ke
Kasubld dan Kabld, |sta’ Bideng Pengelolaan
Plutang Pajak Daersh )
Menelltl SX Tim Tunggs! an SK Tim Tunggakan talsh /litelill oleh Kasubid 1 Har SK Tim Tunggakan |Paah terbalik (ke ada
dan Kabld. pe balkan dikembalikan ke
sta' Bidang Pengeiclasn
‘ Piutang Palak Daerah |
Maryetujul dan menanis angan SX Tim Tunggakan SK Tim Tunggekan 1 Her X Tim Tunggakan
talah
ditandatangan!
Perysmpaian SK Tim Tu \ggakan kepads pihak - fihak [ ]_. __{ }___ { } ( | SK Tim Tunggaken ditar latang! 1 Har Eksekus! Penutupan | BA'0, Walikota, Baglan
reat |ditandstangan! /[ Penyegelan slap | Hu cum dan Ortals Setda,
diakukan Pombes, Pol PP, Badan
Pes gawas, Kejaksaan
Ne porl
v
I | SK Tim Tunggakan telsh 1 Har Feninjauan Penutupan / Penyegelan,
ditandatangan| Perda, din plakat languung pada Wallb Pajek Mengangsur
penutupan / perrsegelan lokas! Wallb Pajak
yang bandel dengan
membuat Berita
| B Acara
Barits Acars Perutupan / Paryegelan [ }__,[ l.__.._,[ I Barfa Acara Penutupan ;| Penyegelan 1 K Vertfikas! Borlta Marcabut lzin usaha dan
Acars Penutupan /| menghapus NPWPD Wa|lb
Penyegelan Paj vk (lidang Penagihan

da Bidang Pajas Dasrah
L wrrya)

e mbust parjanian
perabaysran bagl Wallb
Pa ok yang mau
mangangsur sampsl
dergan lunis (barmataral)




.-
NOMOR SOP : 1000 [ 032 2 [ Bapenpp ) 2023
\.] TGL. PEMBUATAN | 04 Foquarr 3023
S| TGL. EFEKTIF .
- DISAHKAN OLEH : Kepala Badan Pendapatan Daerah
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
Herly Kurniawan, S.Sos, MAP
BADAN PENDAPATAN DAERAH S Ui
NIP. 196912171990031008
NAMA SOP : | REVISI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN (BPHTB)
I. DASAR HUKUM : Il. KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara | 1 | Memiliki Kemampuan Pelayanan
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 2 | Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pelayanan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan | 3 | Mengetahui Peraturan Perundang-undangan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan | 4 | Memiliki Ketelitian dan Keterampilan dalam Menggunakan Kocmputer
Keuangan Daerah
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP — 269/PJ/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Bentuk serta Fungsi Surat
Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB)
4. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah
5. Peraturan Walikota Palembang Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pesyaratan, Mekanisme dan
Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
6. Peraturan Walikota Palembang Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang
lll. KETERKAITAN : | IV. RALAT | PERLENGK
1 SOP Pelayanan, Informasi dan Verifikasi 1 | Komputer, Printer, Scanner, GPS
2 SOP Koordinasi Pelayanan, Informasi PBB dan BPHTB 2 | Jaringan Intermet / Intranet
3 SOP Pengolahan Data, Verifikasi dan Validasi serta Keberatan dan Pengurangan BPHTB
4 SOP Verifikasi Lapangan PBB dan BPHTB
5 | SOP Pembukuan dan Pelaporan

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

-

b

V. PERINGATAN:

VI. ATAN :

ﬁ

Penginputan Data Revisi SSPD BPHTB diteliti dengan baik dan benar

Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual

Vil. ALUR PROSES DAN DIAGRAM ALUR : REVISI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pelaksana

Mutu Baku

WP/
Kuasa
WP/
PPAT

Petugas
Pelayanan
dan Informasi

Koordinator
Pelayanan,
Informasi
PBB dan
BPHTB

Bank
Persepsi

Bagian Pengolahan
Data, Validasi serta
Keberatan dan

Pengurangan BPHTB

Kasubbid
BPHTB

Kabid
PBB dan
BPHTB

Kepala

Badan Kelengkapen

Menyerahkan
berkas
permohonan Revisi
SSPD BPHTB

Dokumen 5 Menit

Memeriksa
kelengkapan
berkas
permohonan revisi,

Berias vdak
lengkap

S
oo

Pernyataan dan 15 Ment
Pengantar Revisi
dari Wajib Pajak

Membuat Nota
Dinas dan Surat
Pengantar
Permohonan
Revisi BPHTB

v
]

Dckumen
15 Mengt | Surat

Nota Dinas dan
Surat Pengantar
diparaf Kabid PBB
dan BPHTB dan
Kasubbid BPHTB

Kepala Badan
memberikan
disposisi terkait
Nota Dinas Revisi
BPHTB yang
dsetujui

20 Menit

Memaraf SSPD
BPHTB yang
direvisi

15 Ment | Revisu SSPD

Dokumen

Memberikan
Penomoran dan
Cap pada SSPD
BPHTB yang
direvisi

Ll

10 Ment | Revisi SSPD

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

NOMOR SOP 000 [03\.2 [ BApewon 12022
TGL. PEMBUATAN 0A danvari 2023
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH DR .
HERLY KURNIAWAN, 8.50s., MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171990031008
NAMA SOP PEMBATALAN OBJEK PAJAK PBB

DASAR HUKUM ;

KUALIFIKASI PELAKSANA :

dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang

1. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah

2. Peraturan Walikota Palembang Nomor § Tahun Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Walkota Palembang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis
Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kota Palembang

3. Perwali Nomor 64 tahun 2022 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas

1. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembatalan SPPT PBB
3. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. SOP Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan

1. Komputer / Printer / Scanner
2. Jaringan internet

3. Kamera Digital dan sejenisnya
4. Alat Ukur, dan GPS

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Bila tidak di proses maka akan menimbulkan Piutang Pajak Baru

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Pelaksana Mutu Baku
" *| Wajib Pajak Koordinator | Koordinator Staf : Kabid PBB
e st Poeges | Petayanan BB | Pendataan | Pendataan | Kopgnd | Koordnaer | g | KEBPN [ FENGS | Wetanghapan | wiekau Output
Yanan | gan BPHTB PBB PBB Lapangan | poyy
Pajak  mengajukan  permohonan Berkas pendaftaran Coek st

pembatalan SPPT OP baru
elugas Pelayanan menerima permohonan otocopy KTP wapb| 20 ment [Tanda  Tenma|Jia bervas atau cata
pembatalan kemudian meneliti kelengkapan pajak, SPPT PEB Pendaftaran ticak lengkap maka
persyaratannya, Dalam hal berkas permohonan Tidh asli yang diminta permohoran ditolak
pendaftaran belum lengkap, berkas permohonan |AV pembatalan, Yang
pendaftaran dikembalikan kepada Waijib g[.l digjukan oleh kuasa
untuk dilengkapi. Dalam hal berkas permohonan WP harus
pendaftaran  sudah  lengkap,  petugas melampirkan surat
memberikan tanda terima dokumen. kuasa dan Foto

Copy KTP yang

diberi kuasa

3 |Koordinator Pelayanan akan memenksa kembali \ Fotocopy KTP wajib| 40 mentt |Csposs: Jika Derkas ®au cata

kelengkapan dokumen. Dokumen yang pajak, SPPT PEBB _i lengkap maka
dinyatakan lengkap diinput kedalam data base. D asli yang diminta permchoran dioiak

Uulﬂ..lr!..lu!i.ﬂ.l._%

permohonan pendaftaran dikembalikan kepada ~ WP harus
Waijib Pajak melampirkan  surat
untuk dilengkapi. kuasa dan ﬂﬂaﬁ
Copy KTP yang
diben kuasa
Koordinator Pendataan melakukan penelaahal Fotocopy KTP wajib| 1260 ment| Teia'ah staf
lanjutan atas usulan Staf Pendataan guna pajak, SPPT PBB
Koordinator Pendataan menetapkan metode pembatalan, Yang|
penelitian lapangan, maka Koordinator diajukan oleh kuasa
Kasubbid PBB untuk Penelitian Lapangan melampirkan  surat
Dalam hal Kasubbid tidak menyetujui usulan kuasa dan Foto
tersebut disebabkan Copy KTP yang
Komputer, Jaringan
|

Dipindai dengan CamScanner

Kasubid PBB menganalisa kembali telaah yang Telaah Koordnator] 420 mert | Dsposes: Jika berxas cata)
diserahkan Koordinator Pendataan untuk Pendataan, meragukan akan|
kemudian membuat disposisi kepada Komputer, Jaringan| membuat
Pajak. Lapangan

obrek pagk.



https://v3.camscanner.com/user/download

Berkas Wajib Pajak |1 680 Meni{ Laporan Hasil
S=Mya data yang berkaitan dengan Objek Pajak, Surat Tugas emeriksaan
Sehingga data yang diperoleh menjadi rujukan Kendarssn Lapangan
untuk di jadikan Pedoman dalam Proses Operasional Kamera
Pembatalan PBB Digital, GP
— Komputer Printer
lempelajan Hasil Laporan dan Venfikator Bertta Acara 420 Menit|Disposisi untuk | Bila YA pemeriksaan
Lapanga &::l_..nauoaaﬁ-::!- Pemeriksaaan meneruskan lapangan mendukung
Pemeriksaan Lapangan ke Koordinator Lapangan atau atas permohoran
Pendataan untuk menyiapkan Konsep Nota menghentikan | pemtatalan PB3 yang
Dinas sebagai laporan ke Kepala Bidang P l — Proses diaukan wajib paak dan
dan BPHTB
dengan pembuatan SK
Pembatalan, bila tcak
maka akan dbuat surat
menclak permohoran
Koordinator Pendataan dengan dibantu oleh staf . Komputer, Jaringan| 420 Menit | Melaksanakan
Pendataan menyiapkan Draf Nota Dinas dan Internet, Data Base Dispossi
berkas waijib pajak untuk di paraf Kasubbid PBB _|
dan Kabid dan BPHTB untuk kemudian ]
Tandatangani cleh Kepala Badan _||r4
Kasubbid PBB_meneliti dan memaraf Surat Draf SK Kepala 40 Menit | Draf yangteiah | Bia YA pemerksaan
Keputusan pembatalan S atau , kemudian wugvl..no_nl!.. diparaf Kasubd| lapangan mendukung
menyerahkan draft surat keputusan beserta Pajak Daerah PBB atas permohonan
informasi pembatalan kepada Kepala Bidang ulil'.._uwu_id
PBB dan BPHTB diajukan vagb paak dan
dengan pembuatan SK
Pembataian, bia bcak
maka akan dibuat surat
‘ menolak permchonan
9 |Kabid PBB dan BPHTB melakukan evaluasi | raf SK Kepala 30 Menit Bila YA
terhadap hasil Peneltian dan memaraf Surat adan Pengelolaa Keputusan di Parad
Keputusan Kepala Badan Pajak Daerah capat creruskan Ke

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

Kepala Badan menyetujul dan menandatangani
Surat Keputusan (persetujuan/penolakan)
pembatalan SPPT.

11 |Surat Keputusan kembali diserahkan ke Kabid

PBB dan BPHTB untuk disampaikan kepada
waiib pajak

12 |Penyampaian SKke wajib pajak

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

NOMOR SOP 000 /023.2 | BAvELDA (2023
TGL. PEMBUATAN 04 QD nvart 2023
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH Kepala Badan Pendapatan Daerah
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH e
Pembina cﬂ:l. Muca 3
NIP. 196912171950031008
NAMA SOP PENGGABUNGAN/PEMECAHAN OBJEK PAJAK PEB
DASAR HUKUM : KUALIFIKAS| PELAKSANA :

1. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas |1. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pemecahan/Penggabungan SPPT PBB
2. Peraturan Walikota Palembang Nomor 5 Tahun Tahun 2020 tentang Perubahan  |3. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
Atas Peraturan Walkota Palembang Nomor 49 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis
Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kota Palembang
3. Perwali Nomor 64 tahun 2022 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang

Dipindai dengan CamScanner

KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. SOP Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan 1. Komputer / Printer / Scanner
2. Jaringan internet

3. Kamera Digital dan sejenisnya
4. Alat Ukur, dan GPS

|PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Objek Pajak tidak bisa diproses bila ada piutang Pajak PBB - Disimpan sebagai data elektronik dan manual



https://v3.camscanner.com/user/download

Koordinator
Kegiatan Waii Petugas | Pelayanan | oot | Stal | yagubbid | Koordinator |25 P8 Petugas |  |oiociapan | Waktu Output —
Pelayanan ﬂu-w: PBB PBB PBB Lapangan BPHTB Loket
Wajib Pajak mengajukan  permohonan Berkas Cek list 7 Han Kerja
penggabungan/pemecahan SPPT PBB pendaftaranpengga
_ “ bungan/pemecahan
Petugas Pelayanan menenma permohonan Fotocopy KTP wajib| 20 ment |Tanda  Terima|Jika berkas atau data
Pemecahan/Penggabungan PBB kemudian pajak, SPPT PBB Pendaftaran tidak lenghkap maka
meneliti kelengkapan persyaratannya, Dalam Tidbk asli yang diminta permohonan ditclak
hal berkas permohonan pendaftal belum U.I |Av Pemecahan/Pengga
lengkap, berkas permohonan pendaftaran & bungan, Yang
dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk diajukan oleh kuasa
dilengkapi. Dalam hal berkas permohonan| WP harus
pendaftaran sudah lengkap, petugas melampirkan surat
memberikan tanda terima dokumen. kuasa dan Foto
Copy KTP yang
diberi kuasa
3 |Koordinator Pelayanan akan memenksa kembali Fotocopy KTP wajb| 40 ment |Dsposisi Jika berkas atau data
kelengkapan dokumen. Dokumen yang pajak, SPPT PBB tidak lengkap maka
dinyatakan lengkap diinput kedalam data base. asli yang diminta permohoran ditolak
Dalam hal berkas permohonan pendaftaran pembatalan, Yang
permchonan pendaftaran dikembalikan kepada WP harus
Wajib Pajak melampirkan  surat
untuk dilengkapi. kuasa dan Foto
"
Ot e
4 |Koordinator Pendataan melakukan penelaahan Fotocopy KTP wajb| 1260 menit| Tela'ah staf
lanjutan atas usulan Staf Pendataan guna pajak, SPPT PEBB
menetapkan metode penilaian. Apabila asli yang diminta
Koordinator Pendataan menetapkan metode pembatalan, Yang
:uo_..n_e!.. lapangan, maka Koordinator diajukan oleh kuasa
Pendataan membuat Nota disposisi kepada WP harus
Kasubbid PBB untuk Peneiitian Lapangan. melampirkan  surat
Dalam hal Kasubbid tidak menyetujui usul kuasa dan Foto
tersebut disebabkan Copy KTP yang
alasan tertentu maka Kasubbid dapat diberi kuasa,
mengubah metode penilaian berkas permohonan) P Komputer, Jarngan
dengan metode penelitian kantor serta El g Internet, Database
menginformasikan kepada Koordinator PR
Pendataan tentang adanya perubahan tersebut.
Kasubid PBB menganalisa kemball telaah yang Telaah Koordinator] 420 ment | Dsposisl Jika berkas wtau Geta
diserahkan Koordinator Pendataan untuk L Pendataan, meragukan maka akan
Koordinator Lapangan untuk meneliti Objek Internet, Data Base kepada Koordinator
Pajak. Lapangan untuk meneliti
objek pajak

Dipindai dengan CamScanner
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L 6 |Melakukan Verffikasi Lapangan dan mencari [ Berkas Wajb Pajak [1 680 Meni{ Laporan Masil |P
+ | semua data yang berkaitan dengan Objek Pajak, Surat Tugas, Pemeriksaan
Sehingga data yang diperoleh menjadi rujukan Kendaraan Lapangan Pemecahan/penggabun
untuk di jadikan Pedoman dalam Proses Operasional Kamara| P
Pemecahan/Penggabungan PBB _ Digital, GP
Komputer Prirter
empelajari Hasil Laporan dan Verifikat | Berta Acara | 420 Mant|Dspossi urtuk [Bila YA perneriksaan
Lapangan, dan mendisposisikan Hasil Pemeriksaaan menerskan lapangan mendukung
'emeniksaan Lapangan ke Koordinator Lagangan atau atas permohonan
endataan untuk menyiapkan Konsep Nota X menghertikan  |pembataian PS8 yang
Dinas sebagai laporan ke Kepala Bidang Proses diapian wapb paak dan
dan BPHTB dagat dterussan dergan
Pembataian, bia ticak
maka akan dibuat surat
menciak permohoran
Koordinator Pendataan dengan dibantu oleh staf Komputer, Jarngan| 420 Merst | MeGiksarakan
‘endataan menyiapkan Draf Nota Dinas dan Internet, Data Base Dsposas
Lampiran Hasil Pemeriksaan Lapangan serta _ _|. ||~.
berkas wajib pajak untuk di paraf Kasubbid PBB —
dan diteruskan ke Kabid PBB dan BPHTB. L
ﬁl!iIJL
Kasubbid PBB menelit dan memaraf Nota Draf Nota Dinas 40 Menit | Draf yang telan YA
Dinas, kemudian menyerahkan draft surat diparaf Kasubtxd |acangan mendukung
keputusan beserta informasi pembatalan kepada PBB atas permchoran
Kepala Bidang PBB dan BPHTB gi:il:‘-ﬂwuﬁ.
dagat dteruskan dengan
Pembatalan, béa tcak
maka akan dbuat surat
-l.l.ril# menclak permohonan
© [Kabid PBB dan BPHTB melakukan evaluasi ! Nota Dinas 30 Ment Bia YA maka Surat
terhadap hasil Penelitian dan Menandatangani Keputusan d Paraf
Nota Dinas untuk segera diproses B ) ighi
. maka akan diakukan
7| Kasubyd PBB membuat disposisi ke Operator Draf xust!n SPPT PBB Bda YA maka Surst
Consule untuk menindak lanjuti permintaan Keputusan d
Pemecahan atau penggabungan PBB. nu Badan Pengeiolaan| 'i“-rlli
||
8 [SPPT PBB yang telah selesal diserahkan ke _z!.!l._l-d! 30 ment |SPPT PBB
petugas loket untuk disampaikan kepada wajib L. lﬁr- & _ “ _ K N
pajak. ,r\_\t e

Dipindai dengan CamScanner
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.8|Penyampaian SPPT PBB

SFPT PBB
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NOMOR SOP 2| gov [ 031.3 [ BaptnpA 12223
o TGL. PEMBUATAN :| 04 Aanvar 2023
i PV RO T TGL. REVISI .
I : TGL. EFEKTIF .
! DISAHKAN OLEH . Kepala Badan Pendapatan Daerah

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

iy

Herly Kurniawan, S.Sos, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171990031008

NAMA SOP : | PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

DASAR HUKUM :

IIl. KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP — 269/PJ/2001 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan
Bentuk serta Fungsi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (SSB)

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah

Peraturan Walikota Palembang Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pesyaratan,
Mekanisme dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan

Peraturan Walikota Palembang Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan

Daerah Kota Palembang

Memiliki Kemampuan Pelayanan

Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pelayanan

Mengetahui Peraturan Perundang-undangan

Memiliki Ketelitian dan Keterampilan dalam Menggunakan Komputer

AW N =

Dipindai dengan CamScanner
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e

SOP Pelayanan, Informasi dan <m:m_6m_

A WN =

KETERKAITAN :

T O R Y \...ilrl

SOP Koordinasi Pelayanan, Informasi PBB dan BPHTB

SOP Pengolahan Data, Verifikasi dan Validasi serta Keberatan dan Pengurangan BPHTB
SOP Verifikasi Lapangan PBB dan BPHTB
SOP Pembukuan dan Pelaporan

Ji.n..-ﬂ(l. LT P S T

V. PERALATAN/PE

Jaringan Internet / Intranet

Komputer, Printer, Scanner, GPS

| VI. PENCATATAN :

_um_._m__z_ucnm: Umﬁ vo:mcqm:m_m: m_u,_._._.m a;m_;_ n_o:@m: baik dan Um:mﬁ

Disimpan sebagai Data m_mxz.o:_x am: z_m_._cm_

VIl. ALUR PROSES DAN DIAGRAM ALUR : PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

No

Aktivitas

Pelaksana

Mutu Baku

Ket.

WP/
Kuasa
WP/
PPAT

Petugas
Pelayanan
dan Informasi

Bank
Persepsi

Verifikator
BPHTB

Kasubbid
BPHTB

Bagian
Verifikasi
Lapangan

BPHTB

Kabid
PBB dan
BPHTB

Kepala
Badan

Kelengkapan

Menyerahkan berkas
permohonan
Pengurangan BPHTB

—

A

Dokumen

5 Menit

Memeriksa kelengkapan
berkas permohonan
pengurangan BPHTB

i

Berkas bdak
lengkap

N
N

Permohonan

Pengurangan
PBHTB

15 Menit

Tanda Terima

Memberikan disposisi
untuk dilakukan verifikasi
lapangan terhadap
permohonan
pengurangan BPHTB

1 Menit

Pembukuan verifikasi
untuk penelitian lapangan
terhadap kriteria
pengurangan BPHTB

Dokumen

10 Menit

Memberikan berkas
Kepada Petugas Verifikasi
Lapangan PBB & BPHTB

]

Dokumen

5 Menit

Surat Tugas

Verifikasi Lapangan
terhadap kriteria
pengurangan BPHTB

Dokumen

3 hari
kerja

Membuat Berita Acara
mengenai Laporan Hasil
Penelitian

(-]

Dokumen

1 hari
kerja

Laporan Hasil
Penelitian

Menerima Laporan Hasil
Penelitian dan Pemberian
Persentase Pengurangan
BPHTB

[

Dokumen

10 Menit

Laporan Hasil
Penelitian

Dipindai dengan CamScanner
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9 | Membuat Nota Dinas dan Dokumen 30 Menit | Nota Dinas
Surat Keputusan tentang Dan Surat
Pengurangan BPHTB Keputusan

10 | Nota Dinas dan Surat Dokumen 20 Menit | Nota Dinas
Keputusan diparaf Kabid Dan Surat
PBB dan BPHTB dan Keputusan
Kasubbid BPHTB

11 | Kepala Badan menyetujui Dokumen 20 Menit | Nota Dinas
Nota Dinas dan Surat o Dan Surat
Keputusan tentang b Keputusan
Pemberian Pengurangan
BPHTB

12 | Memberikan penomoran Dokumen 10 Menit | Surat
pada Surat Keputusan Keputusan
tentang Pemberian
Pengurangan BPHTB

13 | Surat Keputusan tentang 5 Menit Surat
Pemberian Pengurangan Keputusan
BPHTB disampaikan

kepada Wajib Pajak

Dipindai dengan CamScanner
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PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

NOMOR SOP 0091 024.] | Bapésph / 2023

TGL. PEMBUATAN 04 Jdanvari 2023
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF —
DISAHKAN OLEH atu
HERLY KURNIAWAN, S.80s., MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19681217 1990031008
N SoP Mutasl dan Perbaikan Data

DASAR HUKUM :

KUALIFIKAS| PELAKSANA :

1. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun
2018 tentang Pajak Daerah

2. Peraturan Walikota Palembang Nomor S Tahun Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walkota Palembang Nomor 49 Tahun 2019
tentang Petunjuk Teknis Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perkotaan Kota Palembang

3. Perwali Nomor 64 tahun 2022 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang

1. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme Mutasi dan Perbaikan Data PBB
3. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. SOP Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan

1. Komputer / Printer / Scanner
2. Jaringan internet

3. Kamera Digital dan sejenisnya
4. Alat Ukur, dan GPS

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Objek Pajak tidak bisa diproses bila ada piutang Pajak PBB

- Disimpan sebagal data elektronik dan manual

Dipindai dengan CamScanner
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Moty Bty
Opmeator Heteryrgan
¥ alaroearan Wity Cutonst
Wajib Pajak Datang dan Melapor s Permororan SE7E dan) it g Aen8
LSPOP, Surst ¥ussa (apatss
dilnasaiean), Fato
Copy KT / 5IM,_ Foto
Copy Surst Tarah /Aidts Jusl
Beil, Fofo Cooy SSPD 9PTHE
(Bia dipsriulan), Bust Lures
PEB stau fidak ada prtang
e88
Proses pemeriksaan Kelengkapan dali Surst Permohonan, SPOP dan| 30 ment |Tarca  Tenre| ko tenam stay cara 'cak engk
dan Piutang PBB Objek Pajak LSPOP, Surst Kussa (apatds Percafargn  |mewa permororen dRolsk, LGS
diinasaican) Folo | aca Surgoaean PS8
Copy KTP / 5IM, Foto
Copy Surat Taran /Aita Jjual
Beii, Folo Copy SSPD 8PTHE
(Bila diperiukan), Bud) Luras
PEE stau tidak sca putarg
PE8
cordinator Pelayanan akan Sural Permohonan, SPUP car| 40 merd |Usposs
memeriksa kemball kelengkapan LSPOP, Surst Kuasa (acatida
dokumen Dokumen yang dinyata dikuasaian), Foto
lengkap akan dinput kedalam data Copy KTP | 5IM, Foto
Dalam hal berkas permohona Copy Surst Taran /Aita Jusi
pendaftaran masih ada yang bel Bell, Foto Copy SSPD 8P THE
lengkap, berkas permohonan (Bila dipertulan), Bukt Luras
pendaftaran dikembalikan kepada W: PEB atau hcak aca putang
uk dil PE3
Koordinator Pelayanan meneiiti dan Serias wayb Pajax. Kormputer | 42C mertt |Oref NOLI| e DETES IERU CEED MeragLE
menelah berkas permohonan, dan Jarngan inter~et. Cata Base Diras meea {oorSrator memDuat M
membuat Draf Nota Dinas untuk diparal wecaca Kas.Oxd PES urtuk ot
esacarGan, i engeap @n i
Imeraguan maa cuep cerg
peretan @rtor
Kasuboid PBB Memeriksa, menei Beras wayd Paax, Komputer | 30 Ment | DOraf Ncta
hasil laporan pemenksaan kantor dai Janngan Intemet, Cata Base Dras
memaraf Nota Dinas untuk persetujual
mutasi / perbaikan data
Kabid PBB dan BPHTB melakukai Surat Tugas, Kencaraan | 420 Mert| Nots Dinas Persetupan Witss / Perbaar
evaluasi terhadap hasil Penelitian dan Crperasional, Kamera Digital, daty puan Steruskan e Cperat
menandatangani Nota Dinas untu GPS, Komputer Printer Corsue ria o
dilakulkan mutasi atau perba data
terhadap permintaan Subjek Pajak
Operator Consule melakukan Nota Dines yang tean & 30 Merd |SFPT PES B YA Dot hamiryn
perubahan data/mutasi di dalam data Gaposa cleh Kasubtw PBB wian Pereriaasn SOUGE" W
o | Gengen esterangen dan san
vat @ SPOP dan LSPCP prosss depx
| ot dterusan s tetap: D Boa
Deran Ban GlamDSUE” WD
Permoron
8|Koordinator Pendataan telah menenma Fe8 10 Ment P8
SPPT PBB yang telah diperbaikidi ean
utasi untuk selanjutnya diserahkan ke -
wajib pajak melalul petugas loket oh
Penyampaian SPPT ke wa)ib pajak ﬂ PBB DITERIMA WA,
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PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

NOMOR SOP o0 | 021 4 | BAVILVH [Z024
TGL. PEMBUATAN -~ lod Aanvon 2224

TGL.REVIS|

TGL. EFEKTIF .

DISAHKAN OLEH : KEPALA BADAM PENDAPATAN DAERAH

G

S BhE N

BADAN PENDAPATAN DAERAH HERLY KURNIAWAN, 5 Sos., MAP
Pemtira Utama Muda
NIP 196912171560031008
NAMA SOP .__|KEBERATAM PEB
I_DASAR HUKUM: Il KUALIFIKAS] PELAKSANA:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 1 |Memilikl Kemampuan Pelayanan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 [Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pelayanan
253/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan 3 |Mengetahui Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah 4 |Memiliki Ketelitian dan Keterampilan dalam Menggunakan Komputer
Peraturan Wallkota Palembang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
Peraturan Walikota Palembang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wallkota Palembang Nomer 49 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kota Palembang
Peraturan Wallkota Palembang Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan

Daerah Kota Palembang

Dipindai dengan CamScanner

lll. KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

. |SOP Pengurangan dan Keberatan PBB

Komputer, Printer, Scanner, GPS

V. PERINGATAN:

A

1.

2. |Jaringan Internet
V.

PENCATATAN:

Penginputan data keberatan harus diteiiti dengan baik dan benar

Disimpan sebagal data elektronik dan manual

PROSEDUR PENYELESAIAN KEBERATAN PBB

PELAKSANA MUTU BAKU
KOCORDINATOR
ANALIS PELAYANAN &
el FUNGSION| ‘pasak | STAF | INFORMASI | PELAYANAN e | KELenGkaPaN | wakTu ouTPUT KET
DAERAH PBB DAN
BPHTB
_|_ sesuai dengan
Melengkapi Berkas Sesual dengan Kelengkapan Persyaratan 1 Dokumen batas waktu Tanda Terime
Permohonan Keberatan PEB yang di tentuian
Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Permohonan _I_ _ Dokumen 5 menit dsposisi dokurmen
Verifikas| Kelengkapan Berkas Permchonan _l._ _ Dokumen S menit dsposisi dolumen
[ _ Dokumen /
Pembukuan berkas Permohonan dari Pelayanan Penunjang 10 menit disposisi dokumen
Menganalisa Berkas _ I__ _l Dokurnen 10 menit disposisi dokurmen
berita acara cek
Survey lapangan dilakukan oleh tim verifikasi lapangan ﬂ Dokumen 2 harl & foto
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7 |Pemetaan NJOP Hasil Cek Lapangan “ _ 15 ment disposimsi dokumen
Penginputan Data Pemohon “ _ 10 t LHP & data berkas
Verifikasi Berkas Keberatan Sioosi  JEV S St
Persetujuan Berkas Keberatan untuk Penerbitan serta 10 menit LHP & data berias

SK keberatan

1 |Pemarapan SK Keberatan _l 20 menit SK Keberatan

2 |Penandatanganan SK ] Dokumen / berkas 20 mentit SK Keberatan

L |

4 |Penomoran SK yang yang sudah ditanda tangani kaban H Dokumen / berkas 30 mentt SK Keberatan
Penginputan nomor SK dalam sistem aplikasi D 10 menit K Keberatan
Pencetakan SPPT PBB yang baru _!._.._ | Dokumen / berias | 15 ment it

_ I Dokumen / berikas. 30 menit Surat penolakan

Dipindai dengan CamScanner
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ha
NOMOR SOP i | 000 | 031\ | Bhpenpn (2022
T N TGL. PEMBUATAN i | 04 Jdanvert 2023
.\T:::"__ TGL. REVISI ;
_wu;vr, \m TGL. EFEKTIF :
—_— DISAHKAN OLEH : Kepala Badan Pendapatan Daerah
= p2

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Herly Kurniawan, S.Sos, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171990031008

NAMA SOP : | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN (BPHTB)

l. DASAR HUKUM :

Il. KUALIFIKASI PELAKSANA :

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP — 269/PJ/2001 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan
Bentuk serta Fungsi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (SSB)

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak
Daerah

Peraturan Walikota Palembang Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pesyaratan,
Mekanisme dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan

Peraturan Walikota Palembang Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan

Daerah Kota Palembang

Memiliki Kemampuan Pelayanan

Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pelayanan

Mengetahui Peraturan Perundang-undangan

Memiliki Ketelitian dan Keterampilan dalam Menggunakan Komputer

AW N -

Dipindai dengan CamScanner
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SOP Pelayanan, :.:o:zmﬂ dan Verifikasi

SOP Koordinasi Pelayanan, Informasi PBB dan BPHTB

SOP Pengolahan Data, Verifikasi dan Validasi serta Keberatan dan Pengurangan
BPHTB

SOP Verifikasi Lapangan PBB dan BPHTB

SOP Pembukuan dan Pelaporan

%P

ot

1 Komputer, lsﬁ... Scanner, GPS
2 | Jaringan Internet / Intranet

V. PERINGATAN:

[ [VI. PENCATATAN:

Penginputan Data SSPD BPHTB diteliti dengan baik dan benar

Disimpan sebagai Data Elektronik dan Manual

VII. ALUR PROSES DAN DIAGRAM ALUR : BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pelaksana Mutu Baku
i WP/ Petugas Bagian Kabid PBB
o Aktivitas Kuasa Pelayanan Bank Verifikator | Kasubbid | Verifikasi
WP/ dan Persepsi Staf BPHTB BPHTB | Lapangan muﬂqﬂm Kelengkapan | Waktu Output
PPAT Informasi BPHTB

1 Menyerahkan berkas Dokumen S Menit
permohonan SSPD BHTB _“_

2 | Memeriksa kelengkapan berkas Dokumen 15 Menit | Tanda Terima
permohonan, jika lengkap input M pendaftaran siap di
data permohonan, dan cetak tanda tangani dan
tanda terima pendaftaran, jika Borkns el N\ diberikan ke pemohon
tidak lengkap berkas di il s
kembalikan ke pemohon lengkap

3 Menerima dan Tanda tangan Dokumen 2Menit | Tanda Terima dan
pada pendaftaran SSPD _ € SSPD BPHTB
BPHTB

4 | Melakukan pembayaran SSPD — Dokumen 5 Menit | SSPD BPHTB
BPHTB — _

5 | Menyerahkan Bukti Dokumen 2Menit | Bukti Setor SSPD
Pembayaran Ke Bag. A BPHTB
Pengolahan Data, Validasi dan
Keberatan dan Pengurangan
BPHTB

6 | Menerima berkas permohonan, W. Dokumen 5 Menit u!‘mﬂ!z.._.am:o:-:
memeriksa berkas, Stempel, SSPD yang
dan Paraf “-_.-__a stempel dan di

7 Menyerahkan berkas Dokumen 5 Menit | Berkas SSPD BPTHB
permohonan SSPD BPHTB ke wﬂ_

Bagian Pengolahan Data

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Memverifikasi SSPD BPHTB
Waijib Pajak Berdasarkan
dengan Harga Pasaran atau
Harga yang terjadi
sesungguhnya

Dokumen

15 Menit

Nota Verifikasi

Menerima Verifikasi SSPD
BPHTB yang telah disetujui oleh
Verifikator BPHTB

-

Dokumen

1 Menit

SSPD BPHTB

11

Pembukuan verifikasi untuk
penelitian lapangan terhadap
Objek Pajak

Dokumen

10 Menit

Memo

12

Memberikan berkas Kepada
Petugas Verifikasi Lapangan
PBB & BPHTB

HOH!

Dokumen

Surat Tugas

13

Verifikasi Lapangan terhadap
Objek Pajak

Dokumen

3 hari
kerja

Berkas SSPD BPHTB

14

Membuat Berita Acara
mengenai Laporan Hasil
Penelitian Objek Pajak kepada
Kasubbid BPHTB

Il

1 hari

Laporan Hasil
Penelitian SSPD
BPHTB

15

Menerima Laporan terkait hasil
Penelitian Lapangan

Laporan Hasil
Peneliian SSPD

16

Penetapan Verifikasi
Kesesuaian SSPD BPHTB
Waijib Pajak berdasarkan
perbandingan formulir SSPD
BPHTB Waljib Pajak dengan
Laporan Hasil Penelitian
Lapangan

[
I

15 Menit

Berkas SSPD BPHTB

17

Memberikan Informasi Kepada
Wajib Pajak atau yang
dikuasakan atas ketidak
sesuaian SSPD BPHTB dengan
laporan hasil penelitian
lapangan

2 Menit

18

Menerbitkan SKPDKB atau
SKPDKBT

Il

S Menit

19

Menyetujui dan Mengesahkan
SKPDKB atau SKPDKBT

10 Menit

20

Memberikan Informasi Bahwa
SKPDKB atau SKPDKBT telah
dapat dilakukan pembayaran
(Masa Waktu Pembayaran
untuk pelunasan paling lambat
15 hari)

I

21

Waijib Pajak Melakukan
pembayaran SKPDKBT atau
SKPDKBT

Dokumen

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

22 umwﬁﬂ_q_wﬂ:ﬁ:% - Dokumen 2 Menit | Bukti Setor SKPDKB
Pengolahan Data _ u Sl SR REDE

23 | Menerima SSPD BPHTB yang Dokumen 10 Menit | SSPD BPHTB siap di
telah diverifikasi dan inyatakan LLv._ Cap Emboss
sesuai g Validasi

24 | Menerima SSPD BPHTB yang Dokumen 5Menit | Berkas SKPDKB atau
telah sesuaikan dan diberi cap _ e l« SKPDKBT Cap
Emboss Emboss

25 | Lembar SSPD BPHTB yang Yy Dokumen 5 Menit | Validasi ( Host to
telah diberi cap embos untuk [ | Host)
selanjutnya di Validasi ( Host to
Host) Ke BPN

26. | Wajib Pajak Menerima SPPD Dokumen 5 Menit | SPPD BPHTB

BPHTB yang telah divalidasi

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download
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DISAHKAN OLEH : KEPALA BADAMN PENDAPATAM DAERAH

20

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

BADAN PENDAPATAN DAERAH HERLY KURMIAWAN, S Sos., MAP
Pembina Utama Muda
NIP_196912171990031008
"ﬂ)z_) S0P . |PENGURANGAM PEB
[ [ DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. |Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 1 |Memiliki Kemampuan Pelayanan
2. |Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.03/2017 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan 2 !Q_..o-ﬂ::_qco- Fungsl dan Mekanisme Pelayanan
3. |Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah 3 ul Peraturan Perundang-undangan
4. |Peraturan Walikota Palembang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas P Walikota F g Nomor 49 Tahun 2010 tentang Petunjuk 4 I!__._ x&.ﬁo:n!. Keterampilan dalam Menggunakan Komputar

Teknis Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kota Palembang
5. |Peraturan Wallkota Palembang Nomor 84 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs| serta Tata Kerja Badan Pendapatan

Daerah Kota Palembang
m@mﬂ.ﬂ" [IV. [PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. |SOP Pengurangan dan Keberatan PBB

1
2
V. Eﬁm" - VI. PENCATATAN:
Penginputan data keberatan harus diteliti dengan baik dan benar Disimpan sebagal data elektronik dan manual

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Dipindai dengan CamScanner

PROSEDUR PENYELESAIAN PENGURANGAN PBB
PELAKSANA MUTU BArU
KOORDINATOR
ANALIS PELAYANAN
- AKTMTAS KABAN | KkagiD |MASJSSID|FUNGSION| b jac INFORMASI anan [ WASE | xeLencrapan | waxTy ouTPUT
DAERAH PBB DAN
BPHTB
sesual dengan
Melengkapi Berkas Sesuai dengan Kelengkapan Persyaratan batas wakty
1 P honan Pengurangan PBB __ _ Dokuman yng Tands Tervna
tertuian
2 |Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Permohonan —lll_ _ Dokumen S ment disposssi dokumen
Verifikas| Berkas h _IlD Dokumen S menit disposssi dokumen
4 |Pembukuan Berkas Permohonan darl Pelayanan _‘ “ _ Dokumen 10 menit disposisi dokumen
Ditolak B
Menganalisa Berkas Pengurangan . _|| oo““!j.' 20 mandt disposisi doloumen
Memberikan Persentase Pengurangan — “ Dokumen 5 mentt disposai Jokumen
Menginput Data Pemohon nu ﬁ“ 20ment | LHP & data beras
Verifikasi Berkas Pengurangan L Dokumen / - LHP & data berkas
Persetujuan Berkas Pengurangan untuk Penerbitan LHP serta Dokumen / LHP & data beras
B Pemarapan SK Pengurangan _—I _ elektronik i ksberatan
Pemarapan SK Pengurangan ﬁ||I_ _ Dokumen 20 menit SK Pengurangan
Penandatangan SK Penguranga ﬁ —_ Dokumen 20 menit SK Pengurangan
12 - SKyang yang 9 o _ _ Dolumen 30 menit SK Pengursngan
'sekretanat
Penginputan nomor SK dalam sistem aplikasi Dolumen S menit SK Pengursngan
Pencetakan SPPT PEB yang baru Seleral Dolkumen mantt Ih
_III_
Berkas yang tidak disetujul akan dibuat surat penolakan Dokumen el ‘Surat penciskan



https://v3.camscanner.com/user/download

Standar Pelayanan
‘ ' Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

Nama Unit Pelayanan  : Bidang PBB dan BPHTB

Nama Layanan : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
No Komponen Unsur Uraian
Pelayanan
1. | Persyaratan 1. Pengisian Form Permohonan BPHTB / Blanko BPHTB
2. Fotocopy KTP Penjual dan Pembeli
3. Fotocopy KTP Waijib Pajak (SK)
4. Fotocopy Sertifikat atau SK
5. Fotocopy SPPT PBB Tahun Terutang
6. Fotocopy Bukti Lunas PBB Tahun Terutang
7. Fotocopy KTP Ahli Waris
8. Fotocopy Surat Keterangan Waris
9. Fotocopy Surat Kuasa Waris
10. Fotocopy Surat Kematian (Waris/Hibah Waris)
11. Fotocopy KTP Pemberi dan Penerima Hibah
12. Fotocopy Kartu Keluarga (Hibah/Jual Beli Satu Derajat)
13. Fotocopy Akte Kelahiran (Hibah/Jual Beli Satu Derajat)
14. Surat Pernyataan Bermaterai
15. Surat Kuasa Bermaterai (Bila Dikuasakan)
16. Foto Objek Pajak
17. Fotocopy Kwitansi atau Bukti Transaksi Jual Beli
18. Denah Lokasi
2. | Sistem, Mekanisme dan
Prosedur Pemohon _| Input Data _| Pembayaran | Verifikasi
"|  diLoket BPHTB BPHTB
Validasi dan Kepala Kasubbid
Embose Pelaporan Bidang PBB |« BPHTB
BPHTB dan BPHTB
3. | Jangka Waktu Pelayanan Proses pelayanan selama 5 (lima) hari kerja
4. | Biaya/Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan disetorkan pada Kas Daerah Kota
Palembang (Bank Sumsel Babel, Bank Jabar Banten, Kantor Pos)
5. | Produk Layanan Surat Setoran Pajak Daerah untuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
yang telah tervalidasi ke BPN
6. | Penanganan Pengaduan, | Telpon :(0711) 352282
Saran dan Pos-el : bapendapalembang@gmail.com
Masukan/Apresiasi Laman : www.bppd.palembang.go.id

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang,

A

* Herly Kurniawan, S.Sos, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171990031008



Nama Unit Pelayanan
Nama Layanan

Standar Pelayanan
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

: Bidang PBB dan BPHTB
: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

NO Komponen Unsur Uraian
Pelayanan
1. | Dasar Hukum 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 269/PJ/2001 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan dan Bentuk serta Fungsi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (SSB).
5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.
6. Peraturan Walikota Palembang Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pesyaratan,
Mekanisme dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan.
7. Peraturan Walikota Palembang Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan
Daerah Kota Palembang.
2. | Sarana dan Prasarana, 1. Form Permohonan / Blanko Permohonan
dan/atau Fasilitas 2. Tanda Terima Berkas Permohonan
3. Perangkat Alat Tulis Kantor
4. Perangkat Komputer dan Alat Cetak Printer/Scanner
3. | Kompetensi Pelayanan 1. Pria/Wanita
2. Pendidikan Minimal D3 /S1
3. Berjiwa pelayanan publik
4. Mengerti peraturan perundangan tentang pelayanan publik
5. Mampu mengoperasikan komputer
4. | Pengawasan Internal 1. Kepala Bidang PBB dan BPHTB
2. Kepala Sub Bidang BPHTB
5. | Jumlah Pelaksana Minimal 3 (tiga) Orang
6. | Jaminan Pelayanan Dilaksanakan berdasarkan pedoman SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan
7. | Jaminan Keamanan dan Dilaksanakan secara transparan sesuai mekanisme atau tahapan dan bebas dari
Keselamatan Pelayanan KKN
8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan secara berkala

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang,

28

Herly Kurniawan, S.Sos, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171990031008




Standar Pelayanan
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

Nama Unit Pelayanan : Bidang PBB dan BPHTB

Nama Layanan : Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan
No Komponen Unsur Uraian
Pelayanan
1. | Persyaratan 1. Pengisian Form Permohonan Keberatan PBB
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy Sertifikat Tanah/Akte Kepemilikan Tanah
4. 3 (tiga) SPPT PBB tetangga
5. SPPT PBB Tahun Berkenaan
6. Bukti Lunas PBB Tahun Berkenaan
7. Surat Kuasa Bermaterai (Apabila Dikuasakan)
2. | Sistem, Mekanisme dan
Prosedur Pemohon Input y| Kirim o| Verifikasi Staf Keberatan
Data di Data di
Loket Loket Lapangan
Kepala Badan Kabid PBB dan P Kasubbid Verifikator
h BPHTB PBB Keberatan

3. | Jangka Waktu Pelayanan | Proses pelayanan selama 14 (empat belas) hari kerja

4. | Biaya/Tarif Pajak Bumi dan Bangunan disetorkan pada Kas Daerah Kota Palembang

5. | Produk Layanan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

6. | Penanganan Pengaduan, | Telpon:(0711)352282
Saran dan Pos-el : bapendapalembang@gmail.com
Masukan/Apresiasi Laman : www.bppd.palembang.go.id

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang,

.

Herly Kurniawan, S.Sos, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171990031008




Standar Pelayanan
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

Nama Unit Pelayanan : Bidang PBB dan BPHTB

Nama Layanan : Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan
NO Komponen Unsur Uraian
Pelayanan
1. | Dasar Hukum 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah

4. Peraturan Walikota Palembang Nomor 5 Tahun Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Walkota Palembang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kota
Palembang

5. Peraturan Walikota Palembang Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan
Daerah Kota Palembang.

2. | Sarana dan Prasarana, 1. Form Permohonan
dan/atau Fasilitas 2. Tanda Terima Berkas Permohonan
3. Perangkat Alat Tulis Kantor
4. Perangkat Komputer dan Alat Cetak Printer/Scanner
3. | Kompetensi Pelayanan 1. Pria/Wanita
2. Pendidikan Minimal D3 /S1
3. Berjiwa pelayanan publik
4. Mengerti peraturan perundangan tentang pelayanan publik
5. Mampu mengoperasikan komputer
4. | Pengawasan Internal 1. Kepala Bidang PBB dan BPHTB
2. Kepala Sub Bidang PBB
5. | Jumlah Pelaksana Minimal 3 (tiga) Orang
Jaminan Pelayanan Dilaksanakan berdasarkan pedoman SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan
Jaminan Keamanan dan Dilaksanakan secara transparan sesuai mekanisme atau tahapan dan bebas dari
Keselamatan Pelayanan KKN

8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan secara berkala

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang,

i

Herly Kurniawan, S.Sos, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171990031008



Nama Unit Pelayanan
Nama Layanan

Standar Pelayanan
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

: Bidang PBB dan BPHTB
: Mutasi / Perbaikan Data

No Komponen Unsur Uraian
Pelayanan
1. | Persyaratan 1. Pengisian Form Permohonan PBB
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy Sertifikat Tanah/Akte Kepemilikan Tanah
4. Fotocopy PBB Tetangga (OP Baru)
5. Pengisian Blanko SPOP
6. Fotocopy SPPT PBB Tahun Berkenaan
7. Bukti Lunas PBB Tahun Berkenaan
8. Surat Kuasa Bermaterai (Apabila Dikuasakan)
2. | Sistem, Mekanisme dan
Prosedur Pemohon »| InputData Kirim Data .| Pemeriksaan
di Loket Loket Administrasi
y
Persetujuan » Verifikasi e Mutasi
Mutasi Mutasi
3. | Jangka Waktu Pelayanan Proses pelayanan selama 14 (empat belas) hari kerja
4. | Biaya/Tarif Pajak Bumi dan Bangunan disetorkan pada Kas Daerah Kota Palembang
5. | Produk Layanan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
6. | Penanganan Pengaduan, | Telpon:(0711)352282

Saran dan
Masukan/Apresiasi

Pos-el : bapendapalembang@gmail.com

Laman : www.bppd.palembang.go.id

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang,

K.

Herly Kurniawan, S.Sos, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171990031008




Nama Unit Pelayanan
Nama Layanan

Standar Pelayanan

Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

: Bidang PBB dan BPHTB
: Mutasi / Perbaikan Data00

NO Komponen Unsur Uraian
Pelayanan
1. | Dasar Hukum 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah
4. Peraturan Walikota Palembang Nomor 5 Tahun Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Walkota Palembang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kota
Palembang
5. Peraturan Walikota Palembang Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan
Daerah Kota Palembang.
2. | Sarana dan Prasarana, 1. Form Permohonan
dan/atau Fasilitas 2. Tanda Terima Berkas Permohonan
3. Perangkat Alat Tulis Kantor
4. Perangkat Komputer dan Alat Cetak Printer/Scanner
3. | Kompetensi Pelayanan 1. Pria/Wanita
2. Pendidikan Minimal D3 /51
3. Berjiwa pelayanan publik
4. Mengerti peraturan perundangan tentang pelayanan publik
5. Mampu mengoperasikan komputer
4. | Pengawasan Internal 1. Kepala Bidang PBB dan BPHTB
2. Kepala Sub Bidang PBB
5. | Jumlah Pelaksana Minimal 3 (tiga) Orang

6. | Jaminan Pelayanan Dilaksanakan berdasarkan pedoman SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan

7. | Jaminan Keamanan dan Dilaksanakan secara transparan sesuai mekanisme atau tahapan dan bebas dari
Keselamatan Pelayanan KKN

8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan secara berkala

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang,

b 1

Herly Kurniawan, S.Sos, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171990031008




Nama Unit Pelayanan
Nama Layanan

Standar Pelayanan

Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

: Bidang PBB dan BPHTB
: Penggabungan / Pemecahan Pajak Bumi dan Bangunan

No Komponen Unsur Uraian
Pelayanan
1. | Persyaratan 1. Pengisian Form Permohonan PBB
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy Sertifikat Tanah/Akte Kepemilikan Tanah
4. Fotocopy PBB Tetangga (OP Baru)
5. Pengisian Blanko SPOP
6. Fotocopi SPPT PBB Tahun Berkenaan
7. Bukti Lunas PBB Tahun Berkenaan
8. Surat Kuasa Bermaterai (Apabila Dikuasakan)
2. | Sistem, Mekanisme dan _———
——— Pemohon InputData | | Kirim Data Verifikasi di
di Loket Loket Lapangan
\
Penetapan |4 Penilaian |¢ Pendataan Staf Pendataan
3. | Jangka Waktu Pelayanan | Proses pelayanan selama 14 (empat belas) hari kerja

4. | Biaya/Tarif Pajak Bumi dan Bangunan disetorkan pada Kas Daerah Kota Palembang
5. | Produk Layanan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
6. | Penanganan Pengaduan, | Telpon:(0711) 352282

Saran dan
Masukan/Apresiasi

Pos-el : bapendapalembang@gmail.com
Laman : www.bppd.palembang.go.id

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kota Palembang,

v

Herly Kurniawan, 5.So0s, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171990031008




Nama Unit Pelayanan
Nama Layanan

Standar Pelayanan
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

: Bidang PBB dan BPHTB
: Penggabungan / Pemecahan Pajak Bumi dan Bangunan

NO Komponen Unsur Uraian
Pelayanan
1. | Dasar Hukum 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah
4. Peraturan Walikota Palembang Nomor 5 Tahun Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Walkota Palembang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kota
Palembang
5. Peraturan Walikota Palembang Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan
Daerah Kota Palembang.
2. | Sarana dan Prasarana, 1. Form Permohonan
dan/atau Fasilitas 2. Tanda Terima Berkas Permohonan
3. Perangkat Alat Tulis Kantor
4. Perangkat Komputer dan Alat Cetak Printer/Scanner
3. | Kompetensi Pelayanan 1. Pria/Wanita
2. Pendidikan Minimal D3 /51
3. Berjiwa pelayanan publik
4. Mengerti peraturan perundangan tentang pelayanan publik
5. Mampu mengoperasikan komputer
4. | Pengawasan Internal 1. Kepala Bidang PBB dan BPHTB
2. Kepala Sub Bidang PBB
5. | Jumlah Pelaksana Minimal 3 (tiga) Orang
6. | Jaminan Pelayanan Dilaksanakan berdasarkan pedoman SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan
7. | Jaminan Keamanan dan Dilaksanakan secara transparan sesuai mekanisme atau tahapan dan bebas dari
Keselamatan Pelayanan KKN
8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan secara berkala

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang,

i

Herly Kurniawan, S.Sos, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171990031008



Nama Unit Pelayanan
Nama Layanan

Standar Pelayanan

Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

: Bidang PBB dan BPHTB
: Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

No

Komponen Unsur
Pelayanan

Uraian

Persyaratan

Woox N e oR W e

e e T o e =
W e N O WL s WN RO

Surat Permohonan Diajukan Kepada Walikota Melalui Kepala Badan
Pengisian Form Permohonan BPHTB / Blanko BPHTB
Fotocopy KTP Penjual dan Pembeli
Fotocopy KTP Wajib Pajak (SK)
Fotocopy Sertifikat atau SK
Fotocopy SPPT PBB Tahun Terutang
Fotocopy Bukti Lunas PBB Tahun Terutang
Fotocopy KTP Ahli Waris
Fotocopy Surat Keterangan Waris
. Fotocopy Surat Kuasa Waris
. Fotocopy Surat Kematian (Waris/Hibah Waris)
. Fotocopy KTP Pemberi dan Penerima Hibah
. Fotocopy Kartu Keluarga (Hibah/Jual Beli Satu Derajat)
. Fotocopy Akte Kelahiran (Hibah/Jual Beli Satu Derajat)
. Surat Pernyataan Bermaterai
. Surat Kuasa Bermaterai (Bila Dikuasakan)
. Foto Objek Pajak
. Fotocopy Kwitansi atau Bukti Transaksi Jual Beli
. Denah Lokasi

Sistem, Mekanisme dan
Prosedur

Input Data Verifikasi di .| Nota Dinas
di Loket Lapangan dan Surat

4

Pemohon

y

Keputusan

A

Kepala Kepala Bidang Kasubbid
Badan PBB dan BPHTB [* BPHTB

Jangka Waktu Pelayanan

Proses pelayanan selama 5 (lima) hari kerja

Biaya/Tarif

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan disetorkan pada Kas Daerah Kota
Palembang (Bank Sumsel Babel, Bank Jabar Banten, Kantor Pos)

Produk Layanan

Surat Keputusan tentang Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan

Penanganan Pengaduan,
Saran dan
Masukan/Apresiasi

Te

Ipon : (0711) 352282

Pos-el : bapendapalembang@gmail.com

La

man : www.bppd.palembang.go.id

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang,

2

Herly Kurniawan, S.Sos, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171990031008




Nama Unit Pelayanan
Nama Layanan

Standar Pelayanan
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

: Bidang PBB dan BPHTB
. Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

NO Komponen Unsur Uraian
Pelayanan
1. | Dasar Hukum 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP — 269/PJ/2001 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan dan Bentuk serta Fungsi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (SSB).
5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.
6. Peraturan Walikota Palembang Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pesyaratan,
Mekanisme dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan.
7. Peraturan Walikota Palembang Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan
Daerah Kota Palembang.
2. | Sarana dan Prasarana, 1. Form Permohonan / Blanko Permohonan
dan/atau Fasilitas 2. Tanda Terima Berkas Permohonan
3. Perangkat Alat Tulis Kantor
4. Perangkat Komputer dan Alat Cetak Printer/Scanner
3. | Kompetensi Pelayanan 1. Pria/Wanita
2. Pendidikan Minimal D3 / S1
3. Berjiwa pelayanan publik
4. Mengerti peraturan perundangan tentang pelayanan publik
5. Mampu mengoperasikan komputer
4. | Pengawasan Internal 1. Kepala Bidang PBB dan BPHTB
2. Kepala Sub Bidang BPHTB
5. | Jumlah Pelaksana Minimal 3 (tiga) Orang
6. | Jaminan Pelayanan Dilaksanakan berdasarkan pedoman SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan
7. | Jaminan Keamanan dan Dilaksanakan secara transparan sesuai mekanisme atau tahapan dan bebas dari
Keselamatan Pelayanan KKN
8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan secara berkala

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang,

erly Kurniawan, S.Sos, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171990031008




Nama Unit Pelayanan
Nama Layanan

Standar Pelayanan
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

: Bidang PBB dan BPHTB
: Permintaan Salinan PBB / Permintaan Keterangan NJOP

No Komponen Unsur Uraian
Pelayanan
1. | Persyaratan 1. Pengisian Form Permohonan PBB
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy Sertifikat Tanah/Akte Kepemilikan Tanah
4. Fotocopy PBB Tetangga (OP Baru)
5. Pengisian Blanko SPOP
6. Fotocopy SPPT PBB Tahun Berkenaan (Perubahan Data/Mutasi)
7. Bukti Lunas PBB Tahun Berkenaan (Perubahan Data/Mutasi)
8. Surat Kuasa Bermaterai (Apabila Dikuasakan)
2. | Sistem, Mekanisme dan Nota Dinas
Prosedur Pemohon .| [InputData .|  Kirim Data »  dan Surat
di Loket Loket
Pengantar
A
Kepala Bidang Kasubbid
PBB dan BPHTB [ BPHTB
3. | Jangka Waktu Pelayanan Proses pelayanan selama 5 (lima) hari kerja
4. | Biaya/Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan disetorkan pada Kas Daerah Kota
Palembang (Bank Sumsel Babel, Bank Jabar Banten, Kantor Pos)
5. | Produk Layanan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang -
6. | Penanganan Pengaduan, | Telpon:(0711) 352282

Saran dan
Masukan/Apresiasi

Pos-el : bapendapalembang@gmail.com
Laman : www.bppd.palembang.go.id

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang,

S

Herly Kurniawan, S.Sos, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171990031008



Standar Pelayanan
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

Nama Unit Pelayanan : Bidang PBB dan BPHTB

Nama Layanan : Permintaan Salinan PBB / Permintaan Keterangan NJOP
NO Komponen Unsur Uraian
Pelayanan
1. | Dasar Hukum 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 269/PJ/2001 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan dan Bentuk serta Fungsi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (SSB).

5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

6. Peraturan Walikota Palembang Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pesyaratan,
Mekanisme dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan.

7. Peraturan Walikota Palembang Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan
Daerah Kota Palembang.

2. | Sarana dan Prasarana,
dan/atau Fasilitas

Form Permohonan / Blanko Permohonan

Tanda Terima Berkas Permohonan

Perangkat Alat Tulis Kantor

Perangkat Komputer dan Alat Cetak Printer/Scanner

3. | Kompetensi Pelayanan Pria/Wanita

Pendidikan Minimal D3 /51

Berjiwa pelayanan publik

Mengerti peraturan perundangan tentang pelayanan publik

Mampu mengoperasikan komputer

s W RPN e

£

4. | Pengawasan Internal Kepala Bidang PBB dan BPHTB

2. Kepala Sub Bidang BPHTB

5. | Jumlah Pelaksana Minimal 3 (tiga) Orang
Jaminan Pelayanan Dilaksanakan berdasarkan pedoman SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan
7. | Jaminan Keamanan dan Dilaksanakan secara transparan sesuai mekanisme atau tahapan dan bebas dari
Keselamatan Pelayanan KKN

8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan secara berkala

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang,

A

Herly Kurniawan, S.Sos, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171990031008



Standar Pelayanan
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

Nama Unit Pelayanan  : Bidang PBB dan BPHTB

Nama Layanan : Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
No Komponen Unsur Uraian
Pelayanan
1. | Persyaratan 1. Pengisian Form Permohonan Pengurangan PBB
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy Sertifikat Tanah/Akte Kepemilikan Tanah
4. SPPT PBB Tahun Berkenaan
5. Bukti Lunas PBB Tahun Berkenaan
6. Surat Kuasa Bermaterai (Apabila Dikuasakan)
7. SK Pensiun / Keterangan Lurah
2. | Sistem, Mekanisme dan
Prosadur Pemohon i Input Data | Kirim Data Staf
di Loket Loket Pengurangan
A
Kepala Badan Kabid PBB Kasubbid Verifikator
dan BPHTB PBB Pengurangan

3. | Jangka Waktu Pelayanan Proses pelayanan selama 5 (lima) hari kerja

4. | Biaya/Tarif Pajak Bumi dan Bangunan disetorkan pada Kas Daerah Kota Palembang

5. | Produk Layanan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

6. | Penanganan Pengaduan, | Telpon:(0711)352282
Saran dan Pos-el : bapendapalembang@gmail.com
Masukan/Apresiasi Laman : www.bppd.palembang.go.id

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang,

N

Herly Kurniawan, S.Sos, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171990031008



Standar Pelayanan
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

Nama Unit Pelayanan : Bidang PBB dan BPHTB

Nama Layanan : Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
NO Komponen Unsur Uraian
Pelayanan
1. | Dasar Hukum 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Pemerintan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah

4. Peraturan Walikota Palembang Nomor 5 Tahun Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Walkota Palembang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kota
Palembang

5. Peraturan Walikota Palembang Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan
Daerah Kota Palembang.

2. | Sarana dan Prasarana, Form Permohonan

dan/atau Fasilitas Tanda Terima Berkas Permohonan
Perangkat Alat Tulis Kantor

Perangkat Komputer dan Alat Cetak Printer/Scanner

3. | Kompetensi Pelayanan Pria/Wanita

Pendidikan Minimal D3 / S1

Berjiwa pelayanan publik

Mengerti peraturan perundangan tentang pelayanan publik

Mampu mengoperasikan komputer
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4. | Pengawasan Internal Kepala Bidang PBB dan BPHTB

2. Kepala Sub Bidang PBB

Jumlah Pelaksana Minimal 3 (tiga) Orang

Jaminan Pelayanan Dilaksanakan berdasarkan pedoman SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan
Jaminan Keamanan dan Dilaksanakan secara transparan sesuai mekanisme atau tahapan dan bebas dari
Keselamatan Pelayanan KKN

8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan secara berkala

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang,

¥

Herly Kurniawan, S.Sos, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171990031008



Nama Unit Pelayanan
Nama Layanan

Standar Pelayanan

Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

: Bidang PBB dan BPHTB
: Revisi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

No

Komponen Unsur
Pelayanan

Uraian

Persyaratan

BN N WN e
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Surat Permohonan

Surat Pernyataan dari Wajib Pajak

SSPD BPHTB Asli

Pengisian Form Permohonan BPHTB / Blanko BPHTB
Fotocopy KTP Penjual dan Pembeli

Fotocopy KTP Wajib Pajak (SK)

Fotocopy Sertifikat atau SK

Fotocopy SPPT PBB Tahun Terutang

Fotocopy Bukti Lunas PBB Tahun Terutang

. Fotocopy KTP Ahli Waris

. Fotocopy Surat Keterangan Waris

. Fotocopy Surat Kuasa Waris

. Fotocopy Surat Kematian (Waris/Hibah Waris)

. Fotocopy KTP Pemberi dan Penerima Hibah

. Fotocopy Kartu Keluarga (Hibah/Jual Beli Satu Derajat)
. Fotocopy Akte Kelahiran (Hibah/Jual Beli Satu Derajat)
. Surat Pernyataan Bermaterai

. Surat Kuasa Bermaterai (Bila Dikuasakan)

. Foto Objek Pajak

. Fotocopy Kwitansi atau Bukti Transaksi Jual Beli

. Denah Lokasi

Sistem, Mekanisme dan
Prosedur

Pemohon Input Data .| Pembayaran

di Loket BPHTB

v

Nota Dinas
dan Surat
Pengantar

Kepala Kepala Bidang
Badan PBB dan BPHTB

Kasubbid
BPHTB

Jangka Waktu Pelayanan

Proses pelayanan selama 5 (lima) hari kerja

4. | Biaya/Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan disetorkan pada Kas Daerah Kota
Palembang (Bank Sumsel Babel, Bank Jabar Banten, Kantor Pos)

5. | Produk Layanan Surat Setoran Pajak Daerah untuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
yang telah direvisi

6. | Penanganan Pengaduan, | Telpon:(0711) 352282

Saran dan
Masukan/Apresiasi

Pos-el : bapendapalembang@gmail.com

Laman : www.bppd.palembang.go.id

epala Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang,

X

Herly Kurniawan, S.Sos, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171990031008




Standar Pelayanan
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

Nama Unit Pelayanan : Bidang PBB dan BPHTB

Nama Layanan : Revisi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
NO Komponen Unsur Uraian
Pelayanan
1. | Dasar Hukum 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 269/PJ/2001 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan dan Bentuk serta Fungsi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (SSB).

5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

6. Peraturan Walikota Palembang Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pesyaratan,
Mekanisme dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan.

7. Peraturan Walikota Palembang Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan
Daerah Kota Palembang.

2. | Sarana dan Prasarana, 1. Form Permohonan / Blanko Permohonan
dan/atau Fasilitas 2. Tanda Terima Berkas Permohonan
3. Perangkat Alat Tulis Kantor
4. Perangkat Komputer dan Alat Cetak Printer/Scanner
3. | Kompetensi Pelayanan 1. Pria/Wanita
2. Pendidikan Minimal D3 /51
3. Berjiwa pelayanan publik
4. Mengerti peraturan perundangan tentang pelayanan publik
5. Mampu mengoperasikan komputer
4. | Pengawasan Internal 1. Kepala Bidang PBB dan BPHTB
2. Kepala Sub Bidang BPHTB
5. | Jumlah Pelaksana Minimal 3 (tiga) Orang
Jaminan Pelayanan Dilaksanakan berdasarkan pedoman SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan
7. | Jaminan Keamanan dan Dilaksanakan secara transparan sesuai mekanisme atau tahapan dan bebas dari
Keselamatan Pelayanan KKN

8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan secara berkala

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang,

Y

Herly Kurniawan, S.Sos, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171950031008



Nama Unit Pelayanan
Nama Layanan

Standar Pelayanan
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

: Bidang PBB dan BPHTB
: Pembatalan Pajak Bumi dan Bangunan

No Komponen Unsur Uraian
Pelayanan
1. | Persyaratan 1. Pengisian Form Permohonan PBB
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy Sertifikat Tanah/Akte Kepemilikan Tanah
4. Fotocopy PBB Tetangga (OP Baru)
5. Pengisian Blanko SPOP
6. Fotocopy SPPT PBB Tahun Berkenaan
7. Bukti Lunas PBB Tahun Berkenaan
8. Surat Kuasa Bermaterai (Apabila Dikuasakan)
2. | Sistem, Mekanisme dan
Prosedur Pemohon Input Data di »|  Kirim Data Verifikasi di
Loket Loket Lapangan
y
Kepala Kabid PBB | | Kasubbid PBB Penilaian
Badan dan BPHTB
3. | Jangka Waktu Pelayanan Proses pelayanan selama 14 (empat belas) hari kerja
4. | Biaya/Tarif Pajak Bumi dan Bangunan disetorkan pada Kas Daerah Kota Palembang
5. | Produk Layanan Surat Keputusan tentang Pembatalan Pajak Bumi dan Bangunan
6. | Penanganan Pengaduan, | Telpon:(0711)352282

Saran dan
Masukan/Apresiasi

Pos-el : bapendapalembang@gmail.com
Laman : www.bppd.palembang.go.id

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang,

Herly Kurniawan, S.Sos, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171990031008




Nama Unit Pelayanan
Nama Layanan

Standar Pelayanan
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

: Bidang PBB dan BPHTB
: Pembatalan Pajak Bumi dan Bangunan

NO Komponen Unsur Uraian
Pelayanan
1. | Dasar Hukum 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah
4. Peraturan Walikota Palembang Nomor 5 Tahun Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Walkota Palembang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kota
Palembang
5. Peraturan Walikota Palembang Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan
Daerah Kota Palembang.
2. | Sarana dan Prasarana, 1. Form Permohonan
dan/atau Fasilitas 2. Tanda Terima Berkas Permohonan
3. Perangkat Alat Tulis Kantor
4. Perangkat Komputer dan Alat Cetak Printer/Scanner
3. | Kompetensi Pelayanan 1. Pria/Wanita
2. Pendidikan Minimal D3 /S1
3. Berjiwa pelayanan publik
4. Mengerti peraturan perundangan tentang pelayanan publik
5. Mampu mengoperasikan komputer
4. | Pengawasan Internal 1. Kepala Bidang PBB dan BPHTB
2. Kepala Sub Bidang PBB
5. | Jumlah Pelaksana Minimal 3 (tiga) Orang
6. | Jaminan Pelayanan Dilaksanakan berdasarkan pedoman SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan
7. | Jaminan Keamanan dan Dilaksanakan secara transparan sesuai mekanisme atau tahapan dan bebas dari
Keselamatan Pelayanan KKN
8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan secara berkala

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang,

0

Herly Kurniawan, S.Sos, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171990031008




e

Nama Unit Pelayanan
Nama Layanan

Standar Pelayanan
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

. Bidang PBB dan BPHTB
: Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan

No Komponen Unsur Uraian
Pelayanan
1. | Persyaratan 1. Pengisian Form Permohonan PBB
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy Sertifikat Tanah/Akte Kepemilikan Tanah
4. Fotocopy PBB Tetangga (OP Baru)
5. Pengisian Blanko SPOP
6. Fotocopy SPPT PBB Tahun Berkenaan (Perubahan Data/Mutasi)
7. Bukti Lunas PBB Tahun Berkenaan (Perubahan Data/Mutasi)
8. Surat Kuasa Bermaterai (Apabila Dikuasakan)
2. | Sistem, Mekanisme dan =
Prosedur Pemohon pf Input |1 Kirim | I Verifikasi »l  Pemeriksaan
Data di Data di Bt
Loket Loket Lapangan (Pemefiksaan
PBB dan Zonasi)
Y
Penetapan Penilaian |4 Pendataan o Staf Pendataan
3. | Jangka Waktu Pelayanan Proses pelayanan selama 14 (empat belas) hari kerja
4. | Biaya/Tarif Pajak Bumi dan Bangunan disetorkan pada Kas Daerah Kota Palembang
5. | Produk Layanan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
6. | Penanganan Pengaduan, | Telpon :(0711)352282
Saran dan Pos-el : bapendapalembang@gmail.com
Masukan/Apresiasi Laman : www.bppd.palembang.go.id

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Palembang,

A

Herly Kurniawan, S.Sos, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 196912171990031008




Nama Unit Pelayanan
Nama Layanan

Standar Pelayanan

Proses Penyampaian Pelayanan (Service Point)

: Bidang PBB dan BPHTB
: Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan

NO Komponen Unsur Uraian
Pelayanan
1. | Dasar Hukum 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah
4. Peraturan Walikota Palembang Nomor 5 Tahun Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Walkota Palembang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kota
Palembang
5. Peraturan Walikota Palembang Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan
Daerah Kota Palembang.
2. | Sarana dan Prasarana, 1. Form Permohonan
dan/atau Fasilitas 2. Tanda Terima Berkas Permohonan
3. Perangkat Alat Tulis Kantor
4. Perangkat Komputer dan Alat Cetak Printer/Scanner
3. | Kompetensi Pelayanan 1. Pria/Wanita
2. Pendidikan Minimal D3 /S1
3. Berjiwa pelayanan publik
4. Mengerti peraturan perundangan tentang pelayanan publik
5. Mampu mengoperasikan komputer
4, | Pengawasan Internal 1. Kepala Bidang PBB dan BPHTB
2. Kepala Sub Bidang PBB
5. | Jumlah Pelaksana Minimal 3 (tiga) Orang
6. | Jaminan Pelayanan Dilaksanakan berdasarkan pedoman SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan
7. | Jaminan Keamanan dan Dilaksanakan secara transparan sesuai mekanisme atau tahapan dan bebas dari
Keselamatan Pelayanan KKN
8. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan secara berkala
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